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ABSTRAK 

 Masyarakat berwawasan kependudukan memandang bahwa fertilitas, mortalitas dan 

migrasi harus dipertimbangkan dengan seksama melalui penalaran akal dan hati nurani agar 

dapat memberi makna yang berguna bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan tata nilai/norma yang dianut 

dalam hidup dan diharapkan menjadi karakter bagi setiap individu dalam masyarakat. 

Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan penunjang pembangunan berwawasan 

kependudukan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 

Penelitian ini melibatkan sembilan PIK R yang mewakili sembilan kecamatan dari enam 

belas kecamatan di kota Semarang. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolan 

PIK R untuk mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain kurang 

intensifnya pendampingan dari dinas, kurang sosialisasi mengenai panduan dokumen yang 

harus diikuti dan dilengkapi di PIK R, distribusi dana kegiatan tidak merata, kurang adanya 

dukungan dari masyarakat, kesulitan dalam melakukan regenerasi, pelayanan KIE 

(komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kesehatan reproduksi belum berjalan dengan 

lancar karena keterbatasan personil dan sarana prasarana. 

 

Kata kunci: PIK R, Masyarakat berwawasan kependudukan. 

 

ABSTRACT 

 

Population-oriented societies have a meaning to believe that fertility, mortality and migration 

must be carefully considered through reasoning and conscience in order to provide 

meaningful meaning to family, community, nation and state life. Population-oriented life 

behavior is the norm / value adopted in life and is expected to be a character for every 

individual in society. Population-based life behavior is the support of population-oriented 

development. This research uses qualitative research design. Qualitative research is 

descriptive research and tend to use analysis. Theoretical basis is used as a guide to focus the 

research in accordance with the facts in the field. The study involved nine PIK R representing 

nine sub-districts of sixteen sub-districts in Semarang. Based on observation, interviews, and 

documentation. Some problems that arise in the management of PIK R to realize population-

oriented society, among others, the absence of mentoring from the service, no document 

guidance to be followed and completed in PIK R, uneven distribution of activity funds, lack 

of support from the community, difficulties in regeneration, IEC (communication, 

information and education) services on reproductive health have not run smoothly due to 

limited personnel and facilities. 

 

Keywords: PIK R, Population-oriented societies. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020-2030, artinya 

penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia 

lanjut belum banyak, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 

persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di 

atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030. Data tersebut mengindikasikan 

bahwa Indonesia punya modal sumber daya yang kuat pada penduduk usia produktif, 

terutama bagi generasi muda, sebagai engine of growth, artinya generasi muda Indonesia 

berpeluang untuk membangun pondasi yang kokoh bagi tercapainya Indonesia Emas 2045 

(Rakhmawati, 2016). 

Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi 

pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. 

Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan 

kedatangannya. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama 

pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan 

dan aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempersiapkan tercapainya bonus demografi 

tahun 2020-2030, mulai dari bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. 

Pemerintah bersama BKKBN sedang berupaya cukup serius mengkampanyekan program 

masyarakat berwawasan kependudukan. Masyarakat diharapkan dapat menyadari bahwa 

pembangunan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat itu sendiri.  

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan maka harus diciptakan 

suatu kondisi masyarakat yang sudah mampu menerapkan perilaku hidup yang berwawasan 

kependudukan. Masyarakat berwawasan kependudukan maksudnya meyakini bahwa 

fertilitas, mortalitas dan migrasi harus dipertimbangkan dengan seksama melalui penalaran 

akal dan hati nurani agar dapat memberi makna yang berguna bagi kehidupan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Intinya dalam berpikir, bersikap dan berprilaku sudah 

mempertimbangkan aspek kependudukan. Perilaku hidup berwawasan kependudukan 

merupakan tata nilai/norma yang dianut dalam hidup dan diharapkan menjadi karakter bagi 
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setiap individu dalam masyarakat. Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan 

penunjang pembangunan berwawasan kependudukan. 

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga dijelaskanbahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan 

menyelenggarakan Keluarga Berencana. Adapun kebijakan dan strategi yang dapat diambil 

yakni revitalisasi program KB melalui peningkatan pelayanan yang terjangkau, dan bermutu 

dengan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, Pembinaan kemandirian ber KB, serta 

Peningkatan promosi dan penggerakkan masyarakat. Program prioritas yang dapat dilakukan 

melalui Advokasi dan KIE program KB, peningkatan program keluarga berencana, program 

kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan 

kelembagaan keluarga kecil berkualitas (Usman, 2015) 

Terkait dengan kebijakan dan strategi tentang program kesehatan reproduksi remaja , 

Bahasan terhadap kesehatan reproduksi meliputi seluruh siklus kehidupan manusia, sejak 

masa konsepsi sampai dengan masa lanjut usia. Jika demikian maka kesehatan reproduksi 

pada masa remaja perlu juga dipahami sebagai bagian dari siklus kehidupan yang harus 

dilalui setiap manusia, dan sebagai upaya untuk melindungi remaja dari tiga kemungkinan 

resiko buruk atau triad KRR yang dihadapi yaitu resiko yang berkaitan dengan seks pra 

nikah, Napza, HIV/AIDS, sekaligus membentuk sikap dan perilaku hidup remaja 

berwawasan kependudukan.  

Menyiapkan remaja yang berkualitas mencakup seluruh dimensi kehidupan, 

diantaranya adalah membiasakan remaja untuk memiliki perilaku hidup berwawasan 

kependudukan. sebagai upaya memberdayakan remaja agar peduli untuk tahu, mau dan 

mampu mempraktekkan pengetahuaan, sikap, dan perilaku tentang kehidupan berwawasan 

kependudukan serta berperan aktif dalam program keluarga berencana dan Kesehatan 

reproduksi di masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, BKKBN telah memfasilitasi pembentukan Pusat 

Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja atau dikenal PIK-R di sekolah-sekolah 

maupun luar sekolah. PIK-R sudah berkembang di sekolah-sekolah menengah dan perguruan 

tinggi, namun belum berkembang dengan baik di desa-desa atau kecamatan. Berdasar dara 

yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Kota semarang terdapat 79 PIK R yang 

telah terbentuk di 16 Kecamatan di Kota Semarang, namun hanya beberapa yang masih aktif 

dan sebagian lainnya hanya aktif pada saat pembentukan.  Hal ini menunjukan pentingnya 
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kita menganalisis permasalahan PIK R yang berkembang di kelurahan atau kecamatan di 

Kota Semarang dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah permasalahan dalam pengelolaan PIK R di Kota 

Semarang dalam Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan?” 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menemukan permasalahan dalam pengelolaan PIK R di 

Kota Semarang dalam Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan.  

4. Urgensi  

Keutamaan penelitian ini adalah dalam rangka menyiapkan remaja yang berkualitas 

mencakup seluruh dimensi kehidupan, diantaranya adalah membiasakan remaja untuk 

memiliki perilaku hidup berwawasan kependudukan.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

1. Pusat Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-Remaja) 

a. Pengertian  

Pusat  Informasi  dan  Konseling  Remaja (PIK-Remaja)  adalah  suatu  wadah  

kegiatan  program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang 

dikelola dari, oleh dan untuk remaja / mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan 

konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja / mahasiswa serta 

kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. (BKKBN, 2015). 

b. Tujuan PIK Remaja 

Tujuan umum dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi PKBR, 

Pendewasaan Usia Perkawianan,  Keterampilan  Hidup  (Life  Skills),  pelayanan  konseling  

dan  rujukan PKBR. Disamping  itu, juga  dikembangkan  kegiatan-kegiatan  lain  yang  khas  

dan  sesuai  minat  dan kebutuhan  remaja untuk  mencapai  Tegar  Remaja  dalam  rangka  

tegar  Keluarga  guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 

Tujuan PIK R menurut Peraturan Kepala BKKBN no. 456/PER/F6/2015 adalah 

rangka peningkatan kualitas remaja di indonesia perlu diupayakan melalui pemberian akses 

informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk 

membentuk keluarga bahagia dan sejahtera; 

 

c. Ruang Lingkup PIK Remaja 

Ruang  lingkup  PIK Remaja meliputi  aspek-aspek  kegiatan  pemberian  informasi  

KRR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan 

konseling, rujukan, pengembangan  jaringan  dan  dukungan, serta kegiatan-kegiatan  

pendukung  lainnya  sesuai dengan ciri dan minat remaja. 

PIK  Remaja tidak  mengikuti  tingkatan  wilayah  administrasi  seperti  tingkat  desa,  

tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Artinya PIK Remaja dapat melayani 

remaja lainnya yang berada di luar lokasi wilayah administrasinya. PIK Remaja dalam 

penyebutannya bisa  dikaitkan  dengan  tempat  dan  institusi  pembinanya  seperti  PIK 

Remaja Sekolah,  PIK Remaja Masjid, PIK remaja Pesantren, dan lain-lain. 

Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola 

langsung PIK  Remaja serta  telah  mengikuti pelatihan  dengan  mempergunakan  modul  
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dan  kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK 

Remaja terdiri dari Ketua,  Bidang  Administrasi,  Bidang  Program  dan  Kegiatan,  Pendidik  

Sebaya,  dan  Konselor Sebaya. 

Pembina PIK  Remaja adalah  seseorang  yang mempunyai  kepedulian  yang  tinggi  

terhadap masalah-masalah  remaja, memberikan  dukungan  dan  aktif  membina  PIK  

Remaja,  baik  yang berasal  dari  Pemerintah,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  atau  

organisasi kepemudaan/remaja lainnya, seperti: 

1) Pemerintah: kepala desa/lurah, camat, bupati, walikota, pimpinan SKPDKB 

2) Pimpinan  LSM:  pimpinan  kelompok-kelompok  organisasi  masyarakat  (seperti:  

pengurus  masjid,  partor,  pendeta,  pedande,  bukisu)  dan  pimpinan  kelompok  dan  

organisasi pemuda. 

3) Pimpinan media massa (surat kabar, majalah, radio, dan TV) 

4) Rektor/dekan, kepala SLTP, kepala SLTA, pimpinan pondok pesantren, komite sekolah. 

5) Orang tua, melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), majlis ta’lim, program PKK. 

6) Pimpinan  kelompok  sebaya melalui  program  karang  taruna,  pramuka,  remaja 

masjid/gereja/vihara. 

d. Mekanisme Pengelolaan PIK R 

Pengelolaan  PIK  R/M  dilaksanakan  melalui  langkah-langkah kegiatan sebagai 

berikut : 

1) Membentuk PIK R/M 

Langkah-langkah pembentukan PIK R/M meliputi : 

a) Pertemuan/sarasehan  anggota  kelompok remaja/mahasiswa  dalam  rangka  

pembentukan  PIK  R/M dan Pengelola PIK R/M untuk membicarakan tentang: 

Pentingnya pembentukan PIK R/M dan Menyepakati pembentukan PIK R/M 

b) Konsultasi  dan  koordinasi  untuk  memperoleh dukungan/persetujuan  dengan  pimpinan  

setempat (Kepala Sekolah, Kepala Desa, TOMA/TOGA, Ketua jurusan, Pembantu  

Dekan  Bidang  Kemahasiswaan,  Dekan, Rektor/Pimpinan  Perguruan  Tinggi,  Kopertis,  

Dirjen Dikti, Mendiknas,  Kementrian  Negara)  tentang  rencana pembentukan PIK R/M. 

c) Menyusun nama dan struktur pengurus PIK R/M. 

d) Menyusun  program  kegiatan  yang  akan  dilakukan: 

     (1) Materi  khusus  yang  dikuasai  oleh  Pengelola/Pendidik Sebaya (PS): 
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(a) 8 Fungsi Keluarga 

(b) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 

(c) TRIAD KRR 

(d) Keterampilan hidup (Life Skills) 

     (2)Kegiatan yang dilakukan: 

(a) Di dalam lingkungan PIK R/M 

(b) Bentuk  aktifitas  bersifat  penyadaran  (KIE)  di  dalam PIK R/M 

(c) Menggunakan  media  cetak  (majalah  dinding, leaflet, poster, dll) 

e) Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin 

f) Sarana, prasarana dan SDM: 

(a) Ada Ruang Sekretariat , 

(b) Memiliki  papan  nama  dengan  ukuran  minimal 60×90 cm , 

(c) Struktur  organisasi  pengurus  minimal  yang  terdiri dari  Pembina,  Ketua,  

Sekretaris,  Bendahara,  Seksi Program  dan  Kegiatan,  serta  minimal  2  orang 

Pendidik Sebaya (PS), 

(d) Minimal  2  orang  Pendidik  Sebaya  yang  sudah dilatih/orientasi  tentang  substansi  

Program  GenRe (8 Fungsi Keluarga,  Pendewasaan Usia  Perkawinan, TRIAD KRR 

dan Keterampilan Hidup). 

g) Jaringan dan kemitraan: 

    PIK  R/M  harus  memiliki  kerjasama dengan stakeholder di lingkungannya, misalnya: 

(a) Lurah/Kades  dan  TOMA  untuk  PIK  R/M  jalur kemasyarakatan. 

(b) TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan. 

(c) Kepala  Sekolah,  Dekan,  Direktur  Akademi untuk PIK R/M jalur sekolah 

umum/agama dan perguruan tinggi 

(d) Puskesmas/Pustu  terdekat  dengan  PIK  R/M sebagai tempat rujukan medis. 

(e) PIK  R/M  harus  menjalin  kemitraan dengan  Mitra  Kerja  (Organisasi  

Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi  

Kemahasiswaan,  Organisasi  Profesi  dan Kesiswaan). 

h) Meresmikan  pembentukan  PIK  R/M (launching)  yang diperkuat  dengan  Surat  

Keputusan  (SK)  dari  pembina  PIK R/M yang bersangkutan. 
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2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas PIK R/M 

a) Untuk meningkatkan kualitas PIK R/M harus  telah  memenuhi  indikator sebagai berikut: 

(1) Materi  khusus  yang  dikuasai  oleh  Pengelola/Pendidik Sebaya (PS)/Konselor 

Sebaya (KS): 

(a) 8 Fungsi Keluarga 

(b) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 

(c) TRIAD KRR 

(d) Keterampilan hidup (Life Skills) 

(e) Keterampilan advokasi dan KIE 

Kegiatan yang dilakukan: 

(a) Di  dalam  dan  di  luar  PIK  R/M  dengan  bentuk aktifitas  pemberian  informasi  

baik  di  dalam  PIK R/M  maupun  di  luar  PIK  R/M  misalnya  melalui dialog  

interaktif  di  radio  dan  TV,  penyuluhan  dan pembinaan,  konseling,  

penyelenggaraan  seminar, roadshow  ke  sekolah  lain,  pameran,  pentas  seni dan 

lain-lain.  

(b) Menggunakan  media  cetak  dalam  penyampaian informasi  atau  isi  pesan  program  

GenRe  misalnya melalui  majalah  dinding,  leaflet,  poster  dan elektronik misalnya 

radio, televisi, dan website  

(c) Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin 

(d) Melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  menarik minat  remaja  untuk  datang  ke  

PIK  R/M  misalnya jambore remaja, lintas alam/outbond, bedah buku, bedah  film,  

bimbingan  belajar  siswa,  studi banding,  kegiatan  ekonomi  produktif,  kegiatan 

kesenian  dan  olahraga,  lomba-lomba,  buka  puasa bersama, bercocok tanam, 

beternak dsb. 

b) Sarana, prasarana dan SDM: 

(1) Ada Ruang Sekretariat dan Ruang Konseling 

(2) Memiliki  papan  nama  dengan  ukuran  minimal 60×90 cm  

(3) Struktur  pengurus  minimal  terdiri  dari:  Pembina, Ketua,  Sekretaris,  Bendahara,  

Seksi  Program  dan Kegiatan,  serta  minimal  4  orang  Pendidik  Sebaya dan 2 

orang Konselor Sebaya 

(4) 4  orang  Pendidik  Sebaya  yang  sudah dilatih/orientasi tentang substansi Program 

GenRe 
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(5) (8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR  dan Keterampilan 

Hidup, Keterampilan advokasi dan KIE). 

(6) 2  orang  Konselor  Sebaya  yang  sudah  dilatih tentang materi pengetahuan dasar 

konseling. 6)  Lokasi di komunitas remaja/ mahasiswa (mudah di akses dan disukai 

oleh remaja). 

c) Jaringan dan kemitraan: 

PIK  R/M  harus  memiliki  kerjasama dengan stakeholder di lingkungannya, misalnya: 

(1) Lurah/Kades  dan  TOMA  untuk  PIK  R/M  jalur kemasyarakatan. 

(2) TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan. 

(3) Kepala  Sekolah,  Dekan,  Direktur  Akademi untuk PIK R/M jalur sekolah 

umum/agama dan perguruan tinggi. 

(4) Puskesmas/Pustu  terdekat  dengan  PIK  R/M sebagai tempat rujukan medis. 

(a) Memperoleh  pembinaan  dan  fasilitasi,  antara  lain oleh  Pemprov/Pemkab/Pemkot,  

Kepala  Sekolah, Rektor/Dekan,  Direktur  Akademi,  TOGA/TOMA, 

Puskesmas/Pustu, dll 

(b) Memiliki Mitra Kerja antara lain dengan Organisasi Profesi,  Organisasi  

Kepemudaan,  Organisasi Keagamaan,  Organisasi  Kemahasiswaan  dan Kesiswaaan 

(c) Pengembangan materi sesuai kebutuhan PIK R/M (misalnya: Gender)) 

(d)  Lokasi  di  komunitas  remaja/  mahasiswa  (mudah di akses dan disukai oleh 

remaja) 

(e) Memiliki hotline/sms konseling 

(f)  Memiliki perpustakaan 

(g)  Memiliki  sarana  dan  prasarana  jaringan  internet serta  akses  terhadap  jejaring  

sosial  (Facebook, Twitter, dll). 

 

2. Masyarakat Berwawasan Kependudukan 

Masyarakat berwawasan kependudukan mengandung pengertian bahwa masyarakat 

meyakini bahwa fertilitas, mortalitas dan migrasi harus dipertimbangkan dengan seksama 

melalui penalaran akal dan hati nurani agar dapat memberi makna yang berguna bagi 

kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Intinya dalam berpikir, bersikap dan 

berprilaku sudah mempertimbangkan aspek kependudukan (Usman, 2015). 
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Selanjutnya Junaidi ( 2008) Secara sederhana pembangunan berwawasan 

kependudukan mengandung dua makna sekaligus, yaitu :  

a. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan 

dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral 

dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam 

pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. 

b. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. 

Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.  

Selanjutnya Usman (2015) menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang dapat 

diambil dalam pembangunan masyarakat berwawasan kependudukan  yakni:  

a. Revitalisasi program KB melalui peningkatan pelayanan yang terjangkau, dan bermutu 

dengan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk,  

b. Pembinaan kemandirian ber KB, serta  

c. Peningkatan promosi dan penggerakkan masyarakat.  

d. Program prioritas yang dapat dilakukan melalui Advokasi dan KIE program KB,  

e. peningkatan program keluarga berencana,  

f. program kesehatan reproduksi remaja,  

g. program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta  

h. penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. 

Beberapa isu strategi dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana 

tertuang di  dalam RPJMN 2015  - 2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus 

mendapat perhatian khusus (Renstra BKKBN 2015-2019) adalah: 

a. Penguatan Advokasi  dan Komunikasi,  Informasi  dan  Edukasi  (KIE) tentang    

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan      Keluarga   

(KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan  dengan  beberapa  permasalahan  antara  

lain:  (1)  masih  lemahnya  komitmen  dan  dukungan  stakeholders  terhadap  program 

KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan 

penganggaran; (2) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, 

yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas  angka  kelahiran  total  sebesar  

2,6  (SDKI  2012),  angka  ini  tidak  mengalami  penurunan  dari  tahun 2002  (TFR  

2,6;  SDKI  2002-2003); (3)  pelaksanaan  advokasi  dan  KIE  belum  efektif,  ditandai  
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dengan  pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat  tinggi (98% dari Pasangan 

Usia Subur/PUS),  namun  tidak  diikuti  dengan  perilaku  untuk  menjadi  peserta  KB  

57,9%  (SDKI  2012).  Disamping  itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat   

tentang   isu   kependudukan, hanya sebesar 34,2 persen (Data BKKBN 2013); (4) masih 

terjadinya kesenjangan  dalam  memperoleh  informasi  tentang  program  KKBPK  baik  

antar  provinsi,  antara  wilayah  perdesaan  -  perkotaan  maupun antar  tingkat  

pendidikan  dan  pengeluaran  keluarga;  (5)  pelaksanaan  advokasi   dan   KIE 

mengenai KB yang belum   responsif   gender,   tergambar  dengan masih dominannya 

peran suami dala pengambilan  keputusan  untuk  ber-KB; (6) muatan  dan  pesan  

dalam  advokasi  dan  KIE  belum  dipahami  secara  optimal;  serta  (7)  peran  bidan  

dan  tenaga  lapangan  KB  dalam  konseling  KB  belum  optimal.  Berdasarkan  data  

SDKI  2012,  hanya  sebesar  5,2  persen  wanita kawin  yang  dikunjungi  petugas  

lapangan  KB  dan  berdiskusi  tentang KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak 

berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider. 

b. Peningkatan  Akses  dan  Kualitas  Pelayanan  KB  yang  Merata  untuk dapat mengatasi 

permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern 

tidak  meningkat    secara    signifikan,  yaitu  dari sebesar  56,7  persen  pada  tahun  

2002  menjadi sebesar 57,4  persen pada tahun 2007,   dan   pada   tahun   2012   

meningkat menjadi sebesar 57,9 persen; (2) Kebutuhan ber-KB yang tidak  terpenuhi  

(unmet  need)  masih  tinggi,  yaitu  sebesar  8,5  persen  atau  11,4  persen  apabila  

dengan  menggunakan  metode  formulasi 6 baru;   (3)   Masih   terdapat   kesenjangan   

dalam   kesertaan   ber-KB (contraceptive  prevalence  rate/CPR)  dan  kebutuhan  ber-

KB  yang  belum  terpenuhi  (unmet  need),  baik  antar  provinsi,  antar  wilayah, 

maupun  antar tingkat  pendidikan,  dan  antar  tingkat  pengeluaran  keluarga;  (4) 

Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen; 

(5) Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek  (non  MKJP)  terus  

meningkat  dari  46,5  persen  menjadi  47,3  persen  (SDKI  2007  dan   2012),  

sementara  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)  cenderung  menurun,  dari  

10,9  persen  menjadi  10,6  persen  (atau  18,3  persen dengan pembagi  CPR  modern);  

(6)  rendahnya  kesertaan  KB  Pria,  yaitu  sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012); 

(7) kualitas pelayanan KB (supply   side)   belum   sesuai   standar,   yaitu   berkaitan   

dengan  ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, 

ketersediaan   dan   persebaran   tenaga   kesehatan   yang   kompeten   dalam    

pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan    penjelasantentang 



11 
 

pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai    efek    samping    alokon    

dan    penanganannya,  serta  komplikasi  dan  kegagalan.  Selanjutnya  yang  berkenaan  

dengan  ketersediaan  dan  distribusi  alokon  di  fasilitas kesehatan  (faskes)/klinik  

pelayanan  KB (supply  chains);  (8)  Jaminan  pelayanan KB belum seluruhnya 

terpetakan pada fasilitas pelayanan KB,  terutama  dalam  rangka  pelaksanaan  Sistem  

Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN) Kesehatan. 

c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja    mengenai    kesehatan reproduksi dan 

penyiapan kehidupan berkeluarga  sangat penting    dalam    upaya mengendalikan    

jumlah    kelahiran    dan    menurunkan    resiko    kematian    Ibu    melahirkan.    

Permasalahan kesehatan  reproduksi  remaja,  antara  lain:  (1)  Angka  kelahiran  pada  

perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan  usia  

15-19  tahun  (SDKI  2012),  dan  remaja  perempuan  15-19  tahun  yang  telah  

menjadi  ibu  dan  atau  sedang  hamil  anak  pertama  meningkat  dari  sebesar  8,5  

persen  menjadi  sebesar  9,5  persen   (SDKI   2007   dan   SDKI   2012); (2)    Masih   

banyaknya   perkawinan  usia  muda,  ditandai  dengan  median  usia  kawin  pertama  

perempuan  yang  rendah  yaitu  20,1  tahun  (usia  ideal  pernikahan  menurut kesehatan 

reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25  tahun  bagi pria);  (3)  terdapat  

kesenjangan  dalam  pembinaan  pemahaman  remaja  tentang  Kesehatan Reproduksi 

Remaja  (KRR)  yang   tergambar   pada   tingkat   kelahiran   remaja   (angka   

kelahiran remaja  kelompok  usia  15-19  tahun);  (4) Tingginya  perilaku  seks  pra 

nikah baru;   (3)   Masih   terdapat   kesenjangan   dalam   kesertaan   ber-KB 

(contraceptive  prevalence  rate/CPR)  dan  kebutuhan  ber-KB  yang belum  terpenuhi  

(unmet  need),  baik  antar  provinsi,  antar  wilayah, maupun  antar  tingkat  pendidikan,  

dan  antar  tingkat  pengeluaran  keluarga;  (4) Tingkat putus pakai penggunaan 

kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (5) Penggunaan alat dan obat 

Metode Kontrasepsi Jangka Pendek  (non  MKJP)  terus  meningkat  dari  46,5  persen  

menjadi  47,3  persen  (SDKI  2007  dan  2012),  sementara  Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang  (MKJP)  cenderung  menurun,  dari  10,9  persen  menjadi  10,6  persen  (atau  

18,3  persen dengan pembagi  CPR  modern);  (6)  rendahnya  kesertaan  KB  Pria,  

yaitu  sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012); (7) kualitas pelayanan KB (supply 

side) belum sesuai  standar,   yaitu   berkaitan   dengan   ketersediaan dan persebaran 

fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan   dan   persebaran   tenaga   

kesehatan   yang   kompeten   dalam    pelayanan    KB,    kemampuan    bidan    dan    

dokter    dalam    memberikan    penjelasan tentang    pilihan    metode    KB secara 
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komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan    penanganannya,  serta  

komplikasi  dan  kegagalan.  Selanjutnya  yang  berkenaan  dengan  ketersediaan  dan  

distribusi  alokon  di  fasilitas kesehatan  (faskes)/klinik  pelayanan  KB  (supply  

chains);  (8)  Jaminan  pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas 

pelayanan KB,  terutama  dalam  rangka  pelaksanaan  Sistem  Jaminan  Sosial  

Nasional (SJSN) Kesehatan 

d. Peningkatan pemahaman    dan    kesadaran remaja    mengenai    kesehatan reproduksi 

dan penyiapan kehidupan berkeluarga  sangat penting    dalam    upaya    mengendalikan    

jumlah    kelahiran    dan menurunkan    resiko    kematian    Ibu    melahirkan.    

Permasalahan    kesehatan  reproduksi  remaja,  antara  lain:  (1)  Angka  kelahiran  pada  

perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan  usia  

15-19  tahun  (SDKI  2012),  dan  remaja  perempuan  15-19  tahun  yang  telah  

menjadi  ibu  dan  atau  sedang  hamil  anak  pertama  meningkat  dari  sebesar  8,5  

persen  menjadi  sebesar  9,5  persen   (SDKI   2007   dan   SDKI   2012)   ;   (2)   Masih   

banyaknya   perkawinan  usia  muda,  ditandai  dengan  median  usia  kawin  pertama  

perempuan  yang  rendah  yaitu  20,1  tahun  (usia  ideal  pernikahan  menurut kesehatan 

reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25  tahun  bagi pria);  (3)  terdapat  

kesenjangan  dalam  pembinaan  pemahaman  remaja  tentang  Kesehatan Reproduksi 

Remaja  (KRR)  yang   tergambar   pada   tingkat   kelahiran   remaja   (angka   

kelahiran  remaja  kelompok  usia  15-19  tahun);  (4)  Tingginya  perilaku  seks  

pranikah    di  sebagian  kalangan  remaja,  berakibat  pada  kehamilan  yang  tidak  

diinginkan  masih  tinggi;  (5)  Pengetahuan  remaja  mengenai  kesehatan  reproduksi  

dan  perilaku  beresiko  masih  rendah;  serta  (6) Cakupan dan peran Pusat Informasi 

dan Konseling Remaja /Mahasiswa  (PIK R/M) belum optimal. 

e. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan  dan  kesejahteraan keluarga yang  

ditandai dengan  peningkatan  pemahaman    dan    kesadaran    fungsi keluarga. Dalam 

rangka pembinaan ketahanan dan  kesejahteraan     keluarga melalui pembinaan  

kelestarian  kesertaan  ber-KB  masih  dihadapkan  pada  beberapa  permasalahan,  

antara  lain:  (1)  Masih  tingginya  jumlah  keluarga  miskin,  yaitu  sebesar  43,4  

persen  dari  sebanyak  64,7  juta  keluarga Indonesia   (Keluarga Pra Sejahtera/KPS   

sebesar   20,3 persen   dan Keluarga Sejahtera   I/KS-1   sebesar   23,1   persen 

(Pendataan  Keluarga,  BKKBN  2012);  (2)  Pengetahuan  orang  tua  mengenai  cara  

pengasuhan  anak  yang  baik  dan  tumbuh  kembang  anak  masih  rendah;  (3)  

Partisipasi,  pemahaman  dan  kesadaran  keluarga/orang  tua  yang  memiliki  remaja  
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dalam  kelompok  kegiatan  pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih 

rendah; (4) Kualitas  hidup  Lanjut  usia  (lansia)  dan  kemampuan  keluarga  dalam  

merawat lansia masih belum optimal; (5) Terbatasnya akses keluarga dan   masyarakat   

untuk   mendapatkan   informasi   dan   konseling   ketahanan  dan  kesejahteraan  

keluarga;  (6)  Pelaksanaan  program  ketahanan   dan   kesejahteraan   keluarga   akan   

peran   dan   fungsi  kelompok  kegiatan  belum  optimal  dalam  mendukung  

pembinaan  kelestarian      kesertaan ber-KB. Disamping itu Kelompok Kegiatan / 

Poktan,  yang  terdiri  dari:    Bina  Keluarga  Balita  (BKB),  Bina  Keluarga  Remaja  

(BKR),  Bina  Keluarga Lansia  (BK)  dan  Usaha  Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam  memberikan  pengaruh  kepada  masyarakat  

akan  pentingnya  ber-KB / pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (7) Terbatasnya 

materi program  KKBPK  dalam  kelompok  kegiatan  serta  terbatasnya  jumlah  dan 

kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan. 

f. Penguatan  landasan  hukum  dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan  pembangunan   

bidang Kependudukan   dan   Keluarga   Berencana (KKB).   Penguatan   landasan   

hukum   dan penyerasian kebijakan pembangunan  bidang  KKB  memiliki  beberapa  

permasalahan,  antara lain:  (1)  Landasan  hukum  dan  penyerasian  kebijakan  

pembangunan  bidang   KKB   belum   memadai,   yaitu   masih   terdapat   beberapa   

peraturan  pemerintah  dari  UU   nomor  52  tahun  2009  yang  belum disusun  dan  

ditetapkan,  dan  masih  banyak  kebijakan  pembangunan  sektor lain yang tidak sinergi 

dengan pembangunan bidang KKB; (2) Komitmen  dan  dukungan  pemerintah  pusat  

dan  daerah  terhadap  kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu 

kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan 

belum semua kebijakan     perencanaan     program dan penganggaran  yang  terkait  

dengan  bidang  KKB  dimasukan  dalam  perencanaan   daerah,   serta   peraturan   

perundangan   yang   belum sinergis  dalam  penguatan  kelembagaan  pembangunan  

bidang  KKB;  dan   (3)   Koordinasi   pembangunan   bidang   KKB   dengan   program   

pembangunan  lainnya  masih  lemah  (antara  lain;  koordinasi dengan program      

bantuan      pemerintah      seperti      Program      Keluarga Harapan/PKH, 

Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan),  serta penanganan 

kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial 

g.  Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa  sumber  

data  pembangunan  kependudukan,  KB dan  KS, diantaranya   administrasi   

kependudukan   yang   mencatat   registrasi   pendudukan  dan  registrasi  vital;  sensus  
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penduduk  dan  beberapa  survei  terkait  bidang  kependudukan  dan  KB;  serta  data  

sektoral  pembangunan  kependudukan  dan  KB  termasuk  data  -  data  kajian  dan  

evaluasi  pembangunan  Kependudukan  dan  KB.  Data  Sektoral memegang     peranan     

penting     dalam     penyusunan     rencana,     pelaksanaan  dan  evaluasi  pembangunan  

bidang  KKB.  Namun,  data sektoral     yang     diperoleh     melalui     statistik     rutin     

pendataan     kependudukan,  KB,  dan  keluarga  belum  dapat  digunakan  secara  

optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, 

dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.   
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil setting lokasi di PIK Remaja Masyarakat yang sudah 

berkembang di beberapa kecamatan di kota semarang antara lain: PIK R Mukti Karya Utama 

Kecamatan Genuk, PIK R Irjasari Kecamatan Mijen, PIK R Adi Brata Luhur Kecamatan 

Pedurungan, PIK R Replika Kecamatan Tembalang, PIK R Mlatikologi Kecamatan 

Semarang Timur, PIK R Murni Kecamatan Candisari, PIK R Duta Kusuma Bhakti 

Kecamatan Gajah Mungkur, PIK R Kekal Kecamatan gayam Sari. PIK R Sekayu Kecamatan 

Semarang Tengah. 

2. Desain Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna 

(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan 

sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 

3. Sumber Data Penelitian dan Sampel 

Yang dimaksud dengan sumber data di sini adalah subjek dari maana data diperoleh. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah person, paper, dan place. Penentuan 

subjek berupa person dilakukan dengan teknik purposive berdasar wilayah, sembilan PIK R 

Masyarakat di Kota Semarang dijadikan sampel mewakili 9 kecamatan dari 16 kecamatan 

yang dipilih berdasar kondisi geografis yaitu daerah pantai, kota, dan gunung. Subjek berupa 

paper digunakan sebagai sumber data-data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian. 

Sedangkan sumber berupa place dibutuhkan untuk memperkaya data penelitian melalui 

observasi.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara Mendalam 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam untuk 

mendapatkan informasi mengenai seluruh aspek yang diteliti dan relevan dengan masalah 

penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan instrument berupa 

pedoman wawancara. Pedoman tersebut tidak sepenuhnya mengikat proses wawancara secara 

kaku, akan tetapi wawancara dapat berkembang sesuai dengan situasi masyarakat dan 



16 
 

khususnya informan. Meski demikian, peneliti berupaya secara jeli agar wawancara dapat 

menjawab tujuan penelitian. Instrument yangdigunakan adalah pedoman wawancara. 

b. Dokumentasi 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan data 

sekunder serta data tertulis lainnya dari obyek yang diteliti. Metode dilakukan untuk 

memperoleh data dengan jalan pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Bersifat internal dalam artian pengkajian langsung atas dokumen, 

misanya arsip aktif maupun pasif, sedangkan bersifat eksternal dalam artian pengkajian 

terhadap sumber-sumber pendukung atas pengkajian dokumen seperti arsip berita. 

c. Observasi  

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi dengan jalan meninjauobyek 

penelitian untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan. lnstrumenyang digunakan untuk 

pengamatan berupa lembar pengamatan. 

5. Analisis Data 

Mengacu pada panduan penelitian kualitatif Miles & Huberman (dalam Satori & 

Komariah, 2017), strategi analisis data pada penelitian kualitatif yang dilakukan terdiri dari 

tiga tahap, yaitu a) Reduksi data dengan kegiatan memilah data berdasar satuan konsep , 

tema, kategori untuk kemudian dilakukan koding, b) penyajian data melalui bagan, hubungan 

antar kategori dan teks naratif, dan c) penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

6. Teknik Pemantapan Kredibilitas 

Penelitian kualitatif dinyatakan absah bila memiliki derajat kepercayaan, keteralihan, 

kebergantungan, dan kepastian. Keterpercayaan penelitian kualitatif meliputi triangulasi data 

dengan berbagai instrumen dan FGD. Keteralihan merupakan derajat akurasi generalisasi 

hasil penelitian. Kebergantungan atau reliabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan 

proses penelitian. Kepastian dilakukan degan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan 

proses. 
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BAB 4 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

1. Anggaran Biaya 

Tabel 1 Anggaran Biaya 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan 

1 Gaji dan upah (30%) Rp.    2.250.000,- 

3 Bahan habis pakai  dan peralatan (40%) Rp.    3.000.000,- 

4 Perjalanan (15%) Rp.    1.125.000,- 

5 Lain-lain (15%) Rp.    1.125.000,- 

Jumlah Rp.    7.500.000.- 

 

2. Jadwal penelitian 

Tabel 2 Jadwal Penelitian 

No Uraian Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke 3 Bulan ke 4 

                

 Persiapan                 

1 Study pendahuluan                 

2 Study literatur                 

3 Pembuatan 

Rancangan 

pelaksanaan 

Penelitian 

                

4 Pengurusan 

Administrasi 

                

5 Pelaksanaan                 

11 Penyelesaian                 

12 Penyusunan Draf 

Laporan 

                

13 Penyusunan Laporan                 

14 Penyerahan laporan di                 

17 Seminar Hasil 

Penelitian 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil 

Gambaran permasalahan dalam pengelolaan PIK R di Kota Semarang berdasar hasil 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Setiap PIK R akan dijabarkan pada laporan di bawah 

ini: 

a. PIK R Duta Kusuma Bhakti Kecamatan Gajah Mungkur 

PIK R Duta Kusuma Bhakti ini adalah salah satu PIK R yang pengelolaannya berjalan 

sesuai dengan panduan pengelolaan PIK R tahun 2015. Pengelolaan PIK R yang baik terlihat 

dari hasil obervasi yang dilakukan oleh peneliti di sekretariat PIK R Duta Kusuma Bhakti 

yang antara lain menunjukkan: tempat / kantor ada, ruang tamu ada, papan catatan kegiatan 

ada, buku materi perencanaan keluarga ada, buku materi triad krr ada, buku materi 

keterampilan hidup ada, buku pedoman promosi kesehatan reproduksi ada, buku materi 

kesehatan reproduksi ada, lembar balik kesehatan reproduksi ada, poster dan leaflatkesehatan 

reproduksi ada, ruang konseling individual ada, ruang konseling kelompok tidak ada, papan 

nama ada, perpustakaan ada, genre kit ada, laptop ada, data jaringan dan kemitraan ada, buku 

tamu ada. 

Dari hasil analisis dokumentasi di PIK R Duta Kusuma Bhakti  juga menunjukan 

bahwa PIK R ini memiliki pengelolaan yang baik, terbukti dari ditemukannya dokumen-

dokumen bahwa PIK Duta Kusuma Bhakti melakukan identifikasi sasaran kepada (sekolah, 

perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ keagamaan, organisasi kepemudaan) yang perlu 

mendapatkan PIK R, melakukan Sosialisasi kepada stakehoders, mitra kerja dan remaja untuk 

memberikan informasi tentang pembentukan PIK R, melakukan konsultasi dan koordinasi 

untuk memperoleh dukungan/ persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R, melakukan 

pertemuan untuk untuk pembentukan PIK R yang membahas penetapan nama PIK R, struktur 

organisasi, menyusun nama dan struktur pengurus PIK R, Melaksanakan atau 

mengikutsertakan pelatihan bagi calon pengelola PIK R, Ada penyusunan rencana kerja rutin 

dan agenda kegiatan lainnya. Ada SK tentang pembentukan PIK R dari pimpinan setempat, 

melaksanakan kegiatan rutin, tersedia pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS) yang 

terlatih, ada jangkauan layanan informasi dan konseling terbuka untuk masyarakat umum, 

ada hari buka layanan konseling 4 kali atau lebih dalam seminggu, ada jumlah mitra aktif 

lebih dari 4 mitra, ada sumber pembiayaan utama dari mitra kerja, mandiri atau donatur 
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terekam secara jelas, ada Jumlah aktifitas rutin lebih dari 5 kegiatan. Menyiapkan dan 

menyampaikan materi advokasi melalui media massa (surat kabar/radio/TV), da Pemberian 

informasi yang dilakukan oleh KS melalui sharing informasi bagi teman sebayanya, 

menyesuaikan waktu pelayanan sesuai dengan waktu luang yang dimiliki oleh remaja, 

melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PIK R melalui media cetak (surat kabar, 

majalah, tabloid); media elektronik (TV, radio, website, hp) dan media luar ruang (baliho, x-

banner, leaflet, poster, spanduk). Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), 

mendapatkan dukungan sumber dana PIK R, menyiapkan dan memberdayakan SDM 

pengelola PIK R, mengembangkan sistem rujukan, ada jadwal piket konselor dan terdapat 

pencatatan serta pelaporan secara jelas.  

Permasalahan yang dialami oleh PIK R duta kusuma bhakti adalah permasalahan 

regenerasi. Seperti yang disampaikan oleh ketua PIK R Duta Kusuma Bhakti yang 

menyampaikan bahwa: “ permasalahan yang paling krusial di PIK kami adalah masalah 

regenerasi, ketika kami sudah melakukan pembinaan dan pelatihan pada pengurus angkatan 

ini tiba-tiba kepengurusan ini harus diganti dengan kepengurusan baru karna masalah usia, 

jadi kami harus membina dari awal lagi”. Regenerasi dalam sebuah organisasi memang 

menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan sebuah organisasi.  

Masyarakat di sekitar PIK R Duta Kusuma Bhakti tergolong memiliki wawasan 

kependudukan yang cukup baik terbuti di wilayah tersebut terdapat program kemandiruan ber 

KB dan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui PKK, Dawis, dan kelompok-

kelompok pengajian. Program Kesehatan Reproduksi Remaja melalui PIK R dan Karang 

Taruna juga berjalan dengan baik, hanya saja pelayanan KIE (komunikasi, informasi, dan 

edukasi) tentang kesehatan reproduksi masih terbatas secara individual karena keterbatasan 

sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan tersebut. 

b. PIK R Mlatikologi Kecamatan Semarang Timur 

PIK R Mlatikologi merupakan salah satu PIK R yang berada di kecamatan Semarang 

Timur yang beralamat di Jl.Mlatibaru No.1 Kota Semarang. Pada rekam kegiatan 

dokumentasi PIK R Mlatikologi ini telah melakukan identifikasi sasaran kepada sekolah, 

perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Terbukti 

kelompok karang taruna dan ikatan remaja masjid (IRMA) sebagian besar juga ikut 

tergabung ke dalam kelompok PIK R Mlatikologi. Terkait sosialisasi, PIK R Mlatikologi ini 

telah mengkomunikasikan pembentukan dan keberadaan PIK R Mlatikologi kepada 

stakeholders, mitra kerja, dan remaja. Dalam hal ini PIK R Mlatikologi mendapatkan 

dukungan penuh dari stakeholder contohnya lokasi kegiatan PIK R Mlatikologi bertempat di 
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rumah RW 6 Mlatibaru bahkan sering mendapatan fasilitas dari masyarakat untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan. 

PIK R Mlatikologi sudah melakukan konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh 

dukungan/ persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R di wilayah setempat dan 

melakukan pertemuan untuk pembentukan PIK R yang membahas penetapan nama PIK R, 

struktur organisasi, menyusun nama, dan struktur pengurus PIK R. Selain tu juga PIK R 

Mlatikologi ini telah melaksanakan dan mengikutsertakan pelatihan bagi calon pengelola PIK 

R serta menyusun rencana kerja rutin dan agenda kegiatan lainnya. Hanya saja PIK R 

Mlatikologi ini belum memiliki hari buka layanan konseling secara rutin dan jumlah mitra 

aktif juga belum memenuhi standar yang ada. 

PIK R Mlatikologi ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibutikan dengan adanya 

ragam kegiatan yang dilakukan oleh PIK R Mlatikologi diantaranya menyiapkan dan 

menyampaikan materi advokasi melalui media massa (radio), sharing informasi bagi 

temansebayanya, promosi dan sosialisasi melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan 

remaja masjid meskipun dana yang tersedia masih secara swadaya dari lingkungan 

masyarakat. Tetapi PIK R Mlatikologi ini sudah bisa menunjukkan eksistensinya dengan 

mendapatkan juara II lomba lomba PIK R Se-Kota Semarang yang bertemakan ajang kreatif. 

Hal tersebut juga sejalan dengan analisis angket yang diberikan pada anggota dan pengurus 

PIK R Mlatikologi yang menunjukkan PIK R ini berbagai kegiatan konseling. 

PIK R Mlatikologi berdasarkan rekam dokumentasi telah melaksanakan kegiatan 

konseling meskipun belum ada jadwal pelaksanaan secara rutin dan terstruktur dengan baik. 

Hal ini disebabkan karena pada remaja yang memberikan pelayanan maupun yang dilayani 

juga memiliki aktivitas lain misalnya sekolah dan mengikuti berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolahnya masing-masing sehingga harus menyesuaikan waktu yang tepat 

bgi kedua belah pihak. Untuk menunjang pelayanan juga telah disiapkan pendidik sebaya dan 

konselor sebaya yang terlatih dengan jangkauan layanan informasi dan konseling terbuka 

untuk masyarakat umum dalam hal ini juga ada pedampingan dari PLKB sehingga PIK R 

Mlatikologi sampai saat ini masih ada dan terus berupaya untuk selalu mengembangkan diri 

sehingga keberadaannya diakui oleh masyarakat luas. Permasalahan lain pada pengelolaan 

PIK R dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah 

pelayanan KIE tentang kesehatan reproduksi masih belum berjalan dengan lancar karna 

keterbatasan personil dan sarana prasarana, kemudian dukungan dari masyarakat yang masih 

kurang peduli dengan program kesehatan reproduksi remaja. 

c. PIK R Replika Kecamatan Tembalang 
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Dibentuk tanggal 5 Maret 2015 kemudian disahkan tanggal 26 Agustus 2015, PIK R 

replika mendadak naik daun di awal tahun 2017 karena PIK R ini berhasil menjadi juara 1 di 

ajang kreatif tingkat nasional. PIK R Replika ini merupakan salah satu dari tiga PIK R yang 

pengelolaanya sudah berjalan sesuai dengan panduan bahkan pengembangan life skillnya 

sangat bagus. Hal ini dibutikan dengan adanya ragam kegiatan yang dilakukan oleh PIK R 

Replika diantaranya menyiapkan dan menyampaikan materi advokasi melalui media massa 

(radio), sharing informasi bagi temansebayanya, promosi dan sosialisasi melalui berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan remaja masjid meskipun dana yang tersedia masih secara 

swadaya dari lingkungan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan analisis angket yang 

diberikan pada anggota dan pengurus PIK Replika yang menunjukkan PIK R ini telah 

melaksanakan berbagai kegiatan seperti konseling, pelatihan dan kegiatan untuk 

mengmbangkan bakat dan minat. 

Hal tersebur juga terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim peneliti di PIK 

R Replika yang menunjukkan beberapa hal diantaranya: tempat / kantor ada, ruang tamu ada, 

papan catatan kegiatan ada, buku materi perencanaan keluarga ada, buku materi triad krr ada, 

buku materi keterampilan hidup ada, buku pedoman promosi kesehatan reproduksi ada, buku 

materi kesehatan reproduksi ada, lembar balik kesehatan reproduksi ada, poster dan 

leaflatkesehatan reproduksi ada, ruang konseling individual ada, ruang konseling kelompok 

tidak ada, papan nama ada, perpustakaan ada, genre kit ada, laptop ada, data jaringan dan 

kemitraan ada, buku tamu ada.  

Pengelolaan yang baik di PIK R Replika terlihat juga dari hasil analisis dokumentasi 

di PIK R Repika ditemukan bahwa PIK R Replika melakukan identifikasi sasaran kepada 

(sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ keagamaan, organisasi kepemudaan) yang 

perlu mendapatkan PIK R, melakukan Sosialisasi kepada stakehoders, mitra kerja dan remaja 

untuk memberikan informasi tentang pembentukan PIK R, Melakukan konsultasi dan 

koordinasi untuk memperoleh dukungan/ persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R.  

Melakukan pertemuan untuk untuk pembentukan PIK R yang membahas penetapan nama 

PIK R, struktur organisasi, menyusun nama dan struktur pengurus PIK R, melaksanakan atau 

mengikutsertakan pelatihan bagi calon pengelola PIK R, ada penyusunan rencana kerja rutin 

dan agenda kegiatan lainnya, ada SK tentang pembentukan PIK R dari pimpinan setempat, 

melaksanakan kegiatan rutin, tersedia pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS) yang 

terlatih, ada jangkauan layanan informasi dan konseling terbuka untuk masyarakat umum, 

Ada hari buka layanan konseling 4 kali atau lebih dalam seminggu, ada jumlah mitra aktif 
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lebih dari 4 mitra, ada Sumber pembiayaan utama dari mitra kerja, mandiri atau donatur 

terekam secara jelas. Ada Jumlah aktifitas rutin lebih dari 5 kegiatan, menyiapkan dan 

menyampaikan materi advokasi melalui media massa (surat kabar/radio/TV), ada pemberian 

informasi yang dilakukan oleh KS melalui sharing informasi bagi teman sebayanya, 

menyesuaikan waktu pelayanan sesuai dengan waktu luang yang dimiliki oleh remaja, 

melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PIK R melalui media cetak (surat kabar, 

majalah, tabloid); media elektronik (TV, radio, website, hp) dan media luar ruang (baliho, x-

banner, leaflet, poster, spanduk).  Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), 

mendapatkan dukungan sumber dana PIK R, menyiapkan dan memberdayakan SDM 

pengelola PIK R, mengembangkan sistem rujukan, ada jadwal piket konselor dan terdapat 

pencatatan serta pelaporan secara jelas. Masalah regenerasi lagi lagi menjadi masalah serius 

dalam pengelolaan PIK R dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan. 

d. PIK R Mukti Karya Utama Kecamatan Genuk 

PIK R Mukti Karya Utama merupakan salah satu PIK R yang berada di kecamatan 

Genuk yang beralamat di Jl.Muktiharjo Raya Kota Semarang. PIK R Mukti Karya Utama ini 

dibentuk pada tanggal 14 Januari 2015. Pada rekam kegiatan dokumentasi PIK R Mukti 

Karya Utama ini telah melakukan identifikasi sasaran kepada sekolah, perguruan tinggi, 

organisasi masyarakat/ keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Terkait sosialisasi, PIK R 

Mukti Karya Utama ini belum mampu mengkomunikasikan dengan baik keberadaan PIK R 

Mukti Karya Utama kepada stakeholders, mitra kerja, dan remaja meskipun konsultasi dan 

koordinasi untuk memperoleh dukungan/persetujuan tentang rencana pementukan PIK R 

Mukti Karya Utama sudah ada. 

PIK R Mukti Karya Utama juga belum melakukan pertemuan khusus yang membahas 

struktur organisasi, menyusun nama, dan struktur pengurus PIK R meskipun terbentuknya 

sudah 2 tahun ini karena PIK R ini baru aktif kemali sekitar 1 tahun ini. Selain itu juga PIK R 

Mukti Karya Utama ini belum melaksanakan dan mengikutsertakan pelatihan bagi calon 

pengelola PIK R meskipun sudah melakukan kegiatan menyusun rencana kerja rutin dan 

agenda kegiatan lainnya. Tetapi realisasinya belum berjalan dengan baik. PIK R Mukti Karya 

Utama ini belum tersedia Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya, belum ada jangkauan 

layanan informasi dan konseling terbuka untuk masyarakat umum. PIK R Mukti Karya 

Utama ini juga belum memiliki hari buka layanan konseling secara rutin dan jumlah mitra 

aktif juga belum memenuhi standar yang ada.  
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Pada kegiatan wawancara yang dilakukan pada pengurus, anggota, maupun orangtua 

ditemukan bahwa PIK R Mukti Karya Utama belum melakukan proses sosialisasi dengan 

baik. Terbukti banyak remaja yang ada di daerah sekitar belum mengetahui tentang berbagai 

kegiatan PIK R Mukti Karya Utama yang sudah dilakukan. Observasi dilakukan pada sarana 

dan prasarana PIK R Mukti Karya Utama didapatkan bahwa fasilitas yang menjadi 

keberlangsungan kegiatan PIK  R sudah ada tetapi belm lengkap dan banyak yang masih 

merupakan milik pribadi dari pengurus. PIK R Mukti Karya Utama ini belum memiliki 

inventaris yang berupa ruang kegiatan untuk kegiatan konseling kelompok secara memadai. 

PIK R Mukti Karya Utama ini belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini dibutikan 

dengan adanya sumber pembiayaan utama PIK R Mukti Karya Utama ini adalah secara 

mandiri karena belum pernah mendapatkan dukugan dana PIK R.  Meskipun ragam kegiatan 

yang dilakukan oleh PIK R Mukti Karya Utama sudah menyiapkan dan menyampaikan 

materi advokasi melalui media massa (radio), sharing informasi bagi teman sebayanya, 

promosi dan sosialisasi melalui berbagai kegiatan tetapi belum pernah melaksanakan 

komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Hal tersebut juga sejalan dengan analisis angket 

yang diberikan pada anggota dan pengurus PIK R Mukti Karya Utama yang menunjukkan 

PIK R ini melaksanakan berbagai hanya pada even-even tertentu misalnya hari kemerdekaan 

RI dan maulid nabi yang ikut berpartisipasi dengan menyelenggarakan kegiatan.  

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan pengurus PIK R Mukti Karya 

Utama ini menyatakan bahwa pengembangan PIK R ini terus dilakukan meskipun memang 

masih belum sepenuhnya sesuai dengan buku panduan yang ada tentang mekanisme 

pengelolaan PIK R. Beberapa permasalahan PIK R yang muncul dalam mewujudkan 

masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah regenerasi dan pelayanan KIE 

yang belum berjalan dengan baik karna keterbatasan sarana dan prasarana. 

e. PIK R Irjasari Kecamatan Mijen 

PIK R Irjasari ini adalah salah satu PIK R yang belum memiliki SK. Kegiatan di PIK 

R ini berjalan seadanya  karena memang fasilitas yang dimiliki pun seadanya. Pengelolaan 

PIK R ini masih jauh dari panduan pengelolaan PIK R tahun 2015. Hal tersebut terlihat juga 

dari hasil observasi yang dilakukan di PIK Irjasari Mijen yang menunjukkan: tempat / kantor 

tidak ada, ruang tamu tidak ada, papan catatan kegiatan tidak ada, buku materi perencanaan 

keluarga tidak ada, buku materi triad krr tidak ada, buku materi keterampilan hidup tidak ada, 

buku pedoman promosi kesehatan reproduksi tidak ada, buku materi kesehatan reproduksi 
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tidak ada, lembar balik kesehatan reproduksi tidak ada, poster dan leaflatkesehatan 

reproduksi tidak ada, ruang konseling individual tidak ada, ruang konseling kelompok tidak 

ada, papan nama ada, perpustakaan tidak ada, genre kit tidak ada, laptop tidak ada, data 

jaringan dan kemitraan tidak ada, buku tamu tidak ada. 

Dari hasil analisis dokumentasi di PIK R Irjasari ditemukan bahwa PIK Irjasari 

melakukan identifikasi sasaran kepada (sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ 

keagamaan, organisasi kepemudaan) yang perlu mendapatkan PIK R, tidak melakukan 

Sosialisasi kepada stakehoders, mitra kerja dan remaja untuk memberikan informasi tentang 

pembentukan PIK R, tidak Melakukan konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh 

dukungan/ persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R. Melakukan pertemuan untuk 

untuk pembentukan PIK R yang membahas penetapan nama PIK R, struktur organisasi, 

menyusun nama dan struktur pengurus PIK R, tidak melaksanakan atau mengikutsertakan 

pelatihan bagi calon pengelola PIK R, tidak penyusunan rencana kerja rutin dan agenda 

kegiatan lainnya, tidak adanya SK tentang pembentukan PIK R dari pimpinan setempat, 

melaksanakan kegiatan rutin. Tidak tersedia pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS) 

yang terlatih, tidak ada jangkauan layanan informasi dan konseling terbuka untuk masyarakat 

umum, tidak ada hari buka layanan konseling 4 kali atau lebih dalam seminggu, tidak ada 

jumlah mitra aktif lebih dari 4 mitra, tidak ada Sumber pembiayaan utama dari mitra kerja, 

mandiri atau donatur terekam secara jelas, ada Jumlah aktifitas rutin lebih dari 5 kegiatan, 

tidak Menyiapkan dan menyampaikan materi advokasi melalui media massa (surat 

kabar/radio/TV), ada Pemberian informasi yang dilakukan oleh KS melalui sharing informasi 

bagi teman sebayanya. Menyesuaikan waktu pelayanan sesuai dengan waktu luang yang 

dimiliki oleh remaja, tidak Melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PIK R melalui 

media cetak (surat kabar, majalah, tabloid); media elektronik (TV, radio, website, hp) dan 

media luar ruang (baliho, x-banner, leaflet, poster, spanduk), tidak melaksanakan Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE),tidak mendapatkan dukungan sumber dana PIK R, tidak 

menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola PIK R, tidak mengembangkan sistem 

rujukan dan tidak adanya jadwal piket konselor dan tidak terdapat pencatatan serta pelaporan 

secara jelas. 

PIK R Irjasari Mijen ini cukup unik karna meskipun mereka sudah melakukan 

beberapa kegiatan, PIK ini belum memiliki SK, dan hal tersebut yang membuat para 

pengurus PIK melakukan pelayanan secara setengah setengah selain itu masalah regenerasi, 

keterbatasan saran prasara junga diindikasi menjadi penyebab pelayanan PIK R belum 

berjalan secara optimal. 
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f. PIK R Kekal Kecamatan Gayam Sari 

PIK R Kekal merupakan salah satu PIK R yang berada di kecamatan Gayamsari yang 

beralamat di Jl. Sawah Besar XII Rt.05 Rw.06 kelurahan kaligawe. PIK R Kekal ini dibentuk 

pada tanggal 18 Februari 2014 tetapi sempat tidak aktif/ vakum dan baru aktif kembali sekitar 

6 bulan terakhir ini. Pada rekam kegiatan dokumentasi PIK R Kekal ini belum melakukan 

identifikasi sasaran kepada sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ keagamaan, dan 

organisasi kepemudaan sehingga konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh 

dukungan/persetujuan tentang rencana pementukan PIK R Kekal tidak berjalan dengan baik. 

Terkait sosialisasi, PIK R Kekal ini sudah mampu mengkomunikasikan dengan baik 

keberadaan PIK R Kekal kepada stakeholders, mitra kerja, dan remaja meskipun kondisi 

remaja dikawasan PIK R Kekal banyak yang sudah tidak bersekolah dan belum memiliki 

pekerjaan. 

PIK R Kekal juga sudah melakukan pertemuan khusus yang membahas struktur 

organisasi, menyusun nama, dan struktur pengurus PIK R dan melaksanakan atau 

mengikutsertakan pelatihan bagi calon pengelola PIK R Kekal. Selain itu juga PIK R Kekal 

sudah melaksanakan kegiatan eskipun belum melakukan penyusunan rencana kerja rutin. PIK 

R Kekal ini belum tersedia Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya, belum ada jangkauan 

layanan informasi dan konseling terbuka untuk masyarakat umum. PIK R Kekal ini juga 

belum memiliki hari buka layanan konseling secara rutin dan jumlah mitra aktif juga belum 

memenuhi standar yang ada.  

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan pada pengurus, anggota, maupun orangtua 

ditemukan bahwa PIK R Kekal belum melakukan proses sosialisasi dengan baik. Terbukti 

banyak remaja yang ada di daerah sekitar belum mengetahui tentang berbagai kegiatan PIK R 

Kekal yang sudah dilakukan. Observasi dilakukan pada sarana dan prasarana PIK R Kekal 

didapatkan bahwa fasilitas yang menjadi keberlangsungan kegiatan PIK R belum lengkap 

karena masih ikut berkantor di kelurahan kaligawe. Belum ada fasilitas apapun di ruangan 

yang telah tersedia dan hanya memiliki papan nama saja. 

Pengelolaan PIK R Kekal ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dibutikan dengan 

tidak adanya sumber pembiayaan PIK R Kekal baik secara mandiri maupun dukungan dana 

PIK R yang ada. Karena remaja di daerah ini juga memiliki ekonomi dibawah rata-rata dan 

belum produktif jadi tidak mau melakukan iuran seara mandiri. PIK R Kekal ini juga belum 

mampu menyiapkan dan menyampaikan materi advokasi melalui media massa (radio), 
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sharing informasi bagi teman sebayanya, promosi dan sosialisasi melalui berbagai kegiatan 

dan belum pernah melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Untuk masalah 

waktu pengurus sudah mampu menyesuaikan waktu pelayanan sesuai dengan waktu luang 

yang dimiliki oleh remaja. Hasil dari angket yang diperoleh baik dari pengurus maupun 

anggota mereka sebetulnya antusias untuk mengikuti kegiatan PIK R Kekal yang dajalankan 

tapi harus ada motivasi dan pelopor dalam setiap kegiatan yang dirancang. 

PIK R Kekal berdasarkan rekam dokumentasi telah melaksanakan kegiatan konseling 

meskipun belum ada jadwal pelaksanaan secara rutin dan terstruktur dengan baik. Hal ini 

disebabkan karena pada remaja yang mudah terpengaruh oleh sebagian kelompok yang 

menganggap ikut kegiatan PIK R Kekal ini nanti bisa menjadi remaja yang tidak gaul dan 

dijauhi teman-teman nongkrongnya. PIK R Kekal ini juga belum memiliki pendidik sebaya 

dan konselor sebaya yang terlatih dengan jangkauan layanan informasi dan konseling terbuka 

untuk masyarakat umum. Pendampingan dari PLKB jarang dilakukan sehingga PIK R Kekal 

terkesan jalan seadanya.  

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan pengurus PIK R Kekal ini 

menyatakan bahwa pengembangan PIK R ini terus dilakukan meskipun memang masih 

belum sesuai dengan buku panduan yang ada tentang mekanisme pengelolaan PIK R yang 

baik. PIK R Kekal ini belum melakukan kegiatan mengembangkan sistem rujukan. Tahap 

pencatatan dan pelaporan pada PIK R Kekal ini berdasarkan hasil rekam dokumentasi 

diperoleh data bahwa PIK R Kekal memiliki 9 dokumen. Beberapa permasalahan PIK R yang 

muncul dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah 

regenerasi dan pelayanan KIE yang belum berjalan dengan baik karna keterbatasan sarana 

dan prasarana. 

g. PIK R Adi Brata Luhur Kecamatan Pedurungan 

PIK R Adi Brata Luhur terletak di Kecamatan Pedurungan yang baru disahkan awal 

tahun 2017 sehingga pengelolaan PIK R ini belum sesuai panduan pengelolaan PIK R.  Hal 

tersebut terlihat dari hasil analisis dokumentasi di PIK R Adibrata Luhur ditemukan bahwa 

PIK Adibrata Luhur melakukan identifikasi sasaran kepada (sekolah, perguruan tinggi, 

organisasi masyarakat/ keagamaan, organisasi kepemudaan) yang perlu mendapatkan PIK R, 

tidak Melakukan Sosialisasi kepada stakehoders, mitra kerja dan remaja untuk memberikan 

informasi tentang pembentukan PIK R, melakukan konsultasi dan koordinasi untuk 

memperoleh dukungan/ persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R, tidak Melakukan 
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pertemuan untuk untuk pembentukan PIK R yang membahas penetapan nama PIK R, struktur 

organisasi, menyusun nama dan struktur pengurus PIK R. Melaksanakan atau 

mengikutsertakan pelatihan bagi calon pengelola PIK R, ada penyusunan rencana kerja rutin 

dan agenda kegiatan lainnya, ada SK tentang pembentukan PIK R dari pimpinan setempat, 

melaksanakan kegiatan rutin, tidak tersedia pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS) 

yang terlatih, tidak Ada jangkauan layanan informasi dan konseling terbuka untuk 

masyarakat umum, tidak Ada hari buka layanan konseling 4 kali atau lebih dalam seminggu, 

Tidak Ada jumlah mitra aktif lebih dari 4 mitra. Ada Sumber pembiayaan utama dari mitra 

kerja, mandiri atau donatur terekam secara jelas, ada Jumlah aktifitas rutin lebih dari 5 

kegiatan, tidak Menyiapkan dan menyampaikan materi advokasi melalui media massa (surat 

kabar/radio/TV), tidak Ada Pemberian informasi yang dilakukan oleh KS melalui sharing 

informasi bagi teman sebayanya, menyesuaikan waktu pelayanan sesuai dengan waktu luang 

yang dimiliki oleh remaja, melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PIK R melalui 

media cetak (surat kabar, majalah, tabloid); media elektronik (TV, radio, website, hp) dan 

media luar ruang (baliho, x-banner, leaflet, poster, spanduk), tidak Melaksanakan 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), tidak Mendapatkan dukungan sumber dana PIK R, 

menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola PIK R, tidak Mengembangkan sistem 

rujukan, ada jadwal piket konselor dan terdapat pencatatan serta pelaporan secara jelas. 

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan pada pengurus, anggota, maupun orangtua 

ditemukan bahwa PIK R Adi Brata Luhur belum melakukan proses sosialisasi dengan baik. 

Terbukti banyak remaja yang ada di daerah sekitar belum mengetahui tentang berbagai 

kegiatan PIK R Adi Brata Luhur yang sudah dilakukan. Observasi dilakukan pada sarana dan 

prasarana PIK R Adi Brata Luhur didapatkan bahwa fasilitas yang menjadi keberlangsungan 

kegiatan PIK R belum lengkap karena masih ikut berkantor di kelurahan. 

Hal tersebut terlihat juga dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim peneliti di PIK 

R Adibrata Luhur yang menunjukkan bahwa: tempat / kantor ada, ruang tamu tidak ada, 

papan catatan kegiatan tidak ada, buku materi perencanaan keluarga tidak ada, buku materi 

triad krr tidak ada, buku materi keterampilan hidup tidak ada, buku pedoman promosi 

kesehatan reproduksi tidak ada, buku materi kesehatan reproduksi tidak ada, lembar balik 

kesehatan reproduksi tidak ada, poster dan leaflat kesehatan reproduksi tidak ada, ruang 

konseling individual tidak ada, ruang konseling kelompok tidak ada, papan nama ada, 

perpustakaan tidak ada, genre kit tidak ada, laptop tidak ada, data jaringan dan kemitraan 

tidak ada, buku tamu tidak ada. Beberapa permasalahan PIK R yang muncul dalam 
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mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah regenerasi dan 

pelayanan KIE yang belum berjalan dengan baik karna masalah regenerasi dan keterbatasan 

sarana dan prasarana. 

h. PIK R Sekayu Kecamatan Semarang Tengah 

PIK R Sekayu merupakan salah satu PIK R yang berada di kecamatan Semarang 

Tengah yang beralamat di Kantor Kelurahan Sekayu Kota Semarang. Pada rekam kegiatan 

dokumentasi PIK R Sekayu ini telah melakukan identifikasi sasaran kepada sekolah, 

perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Terkait 

sosialisasi, PIK R Sekayu ini belum mampu mengkomunikasikan dengan baik keberadaan 

PIK R Sekayu kepada stakeholders, mitra kerja, dan remaja meskipun konsultasi dan 

koordinasi untuk memperoleh dukungan/ persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R 

Sekayu sudah ada. 

PIK R Sekayu juga belum melakukan pertemuan khusus yang membahas struktur 

organisasi, menyusun nama, dan struktur pengurus PIK R. Tetapi PIK R Sekayu ini sudah 

melaksanakan dan mengikutsertakan pelatihan bagi calon pengelola PIK R serta melakukan 

kegiatan menyusun rencana kerja rutin dan agenda kegiatan lainnya. PIK R Sekayu ini belum 

tersedia Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya, belum ada jangkauan layanan informasi dan 

konseling terbuka untuk masyarakat umum. PIK R Sekayu ini juga belum memiliki hari buka 

layanan konseling secara rutin dan jumlah mitra aktif juga belum memenuhi standar yang 

ada.  

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan pada pengurus, anggota, maupun orangtua 

ditemukan bahwa PIK R Sekayu belum melakukan proses sosialisasi dengan baik. Terbukti 

banyak remaja yang ada di daerah sekitar belum mengetahui tentang berbagai kegiatan PIK R 

Sekayu yang sudah dilakukan. Observasi dilakukan pada sarana dan prasarana PIK R Sekayu 

didapatkan bahwa fasilitas yang menjadi keberlangsungan kegiatan PIK R ini belum lengkap 

dan belum memiliki tempat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan. PIK R Sekayu ini belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini dibutikan dengan 

adanya sumber pembiayaan utama PIK R Sekayu ini adalah secara mandiri karena belum 

pernah mendapatkan dukungan dana PIK R.  Meskipun ragam kegiatan yang dilakukan oleh 

PIK R Sekayu sudah menyiapkan dan menyampaikan materi advokasi melalui media massa 

(radio) tetapi pemberian informasi yang dilakukan oleh KS melalui sharing informasi bagi 

teman sebayanya belum ada termasuk kegiatab promosi dan sosialisasi melalui berbagai 

kegiatan juga belum pernah dilakukan termasuk belum pernah melaksanakan komunikasi, 
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informasi dan edukasi (KIE). Hal tersebut juga sejalan dengan analisis angket yang diberikan 

pada anggota dan pengurus PIK R Sekayu yang menunjukkan PIK R ini hampir tidak pernah 

melakukan kegiatan apalagi tidak ada dukungan juga dari PLKB sehingga para pengurus 

menjadi pasif. 

PIK R Sekayu berdasarkan rekam dokumentasi diketahui belum ada jadwal 

pelaksanaan secara rutin dan terstruktur dengan baik. Hal ini disebabkan karena sulit untuk 

mengumpulkan para remaja ditengah kota besar yang lebih suka mengutamakan kepentingan 

pribadinya. PIK R Sekayu ini juga belum memiliki pendidik sebaya dan konselor sebaya 

yang terlatih dengan jangkauan layanan informasi dan konseling terbuka untuk masyarakat 

umum. PIK R Sekayu ini belum pernah mengembangkan sistem rujukan dan tidak adanya 

jadwal piket konselor. 

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan pengurus PIK R Sekayu ini 

menyatakan bahwa pengembangan PIK R ini terus dilakukan meskipun memang masih 

belum sepenuhnya sesuai dengan buku panduan yang ada tentang mekanisme pengelolaan 

PIK R yang baik bahkan kegiatan yang berjalan terkesan seadanya saja. Beberapa 

permasalahan PIK R yang muncul dalam mewujudkan masyarakat berwawasan 

kependudukan antara lain masalah regenerasi dan pelayanan KIE yang belum berjalan 

dengan baik karna keterbatasan personil, dukungan masyarakat, serta sarana dan prasarana. 

i. PIK R R Murni Kecamatan Candisari 

PIK R murni ini sempat vakum beberapa lama karena berpindahnya posko karena 

kebocoran. Peralatan ada beberapa yang rusak karena bocor di posko sebelumnya. Saat ini 

posko PIK R murni pindah di PAUD candisari. Hasil observasi yang dilakukan di PIK R 

Murni adalah sebagai berikut: tempat / kantor tidak ada, ruang tamu tidak ada, papan catatan 

kegiatan ada, buku materi perencanaan keluarga tidak ada, buku materi triad krr ada, buku 

materi keterampilan hidup ada, buku pedoman promosi kesehatan reproduksi ada, buku 

materi kesehatan reproduksi ada, lembar balik kesehatan reproduksi ada, poster dan 

leaflatkesehatan reproduksi ada, ruang konseling individual ada, ruang konseling kelompok 

tidak ada, papan nama ada, perpustakaan tidak ada, genre kit ada, laptop tidak ada, data 

jaringan dan kemitraan ada, buku tamu tidak ada. 

Dari hasil analisis dokumentasi di PIK R Murni ditemukan bahwa PIK R Murni tidak 

melakukan identifikasi sasaran kepada (sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ 

keagamaan, organisasi kepemudaan) yang perlu mendapatkan PIK R, tidak melakukan 

Sosialisasi kepada stakehoders, mitra kerja dan remaja untuk memberikan informasi tentang 
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pembentukan PIK R. PIK R murni melakukan konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh 

dukungan/ persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R, tidak melakukan pertemuan 

untuk untuk pembentukan PIK R yang membahas penetapan nama PIK R, struktur organisasi, 

menyusun nama dan struktur pengurus PIK R, Tidak melaksanakan atau mengikutsertakan 

pelatihan bagi calon pengelola PIK R, Tidak penyusunan rencana kerja rutin dan agenda 

kegiatan lainnya, Ada SK tentang pembentukan PIK R dari pimpinan setempat. PIK R murni 

Melaksanakan kegiatan rutin meskipun tidak pasti, tidak tersedia pendidik Sebaya (PS) dan 

Konselor Sebaya (KS) yang terlatih, Tidak ada jangkauan layanan informasi dan konseling 

terbuka untuk masyarakat umum, Tidak ada hari buka layanan konseling 4 kali atau lebih 

dalam seminggu. Tidak ada jumlah mitra aktif lebih dari 4 mitra, Tidak ada Sumber 

pembiayaan utama dari mitra kerja, mandiri atau donatur terekam secara jelas, Ada Jumlah 

aktifitas rutin lebih dari 5 kegiatan, Tidak Menyiapkan dan menyampaikan materi advokasi 

melalui media massa (surat kabar/radio/TV), Tidak ada Pemberian informasi yang dilakukan 

oleh KS melalui sharing informasi bagi teman sebayanya dengan menyesuaikan waktu 

pelayanan sesuai dengan waktu luang yang dimiliki oleh remaja, Melaksanakan kegiatan 

promosi dan sosialisasi PIK R melalui media cetak (surat kabar, majalah, tabloid); media 

elektronik (TV, radio, website, hp) dan media luar ruang (baliho, x-banner, leaflet, poster, 

spanduk), Tidak melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Tidak 

Mendapatkan dukungan sumber dana PIK R, Menyiapkan dan memberdayakan SDM 

pengelola PIK R, Tidak mengembangkan sistem rujukan, Tidak adanya jadwal piket konselor 

dan terdapat pencatatan serta pelaporan secara jelas. Beberapa permasalahan PIK R yang 

muncul dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah 

regenerasi dan pelayanan KIE yang belum berjalan dengan baik karna keterbatasan sarana 

dan prasarana. 

 

2. Pembahasan 

Beberapa kebijakan dan strategi yang diambil Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) dalam mewujudkan masyarakat berwawsan kependudukan 

antaralain dengan melakukan revitalisasi program KB melalui peningkatan pelayanan yang 

terjangkau, dan bermutu dengan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, pembinaan 

kemandirian ber KB, serta Peningkatan promosi dan penggerakkan masyarakat. Program 

prioritas yang dapat dilakukan melalui Advokasi dan KIE program KB, peningkatan program 



31 
 

keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. 

Terkait dengan kebijakan dan strategi tentang program kesehatan reproduksi remaja 

dalam rangka menyiapkan remaja yang berkualitas mencakup seluruh dimensi kehidupan, 

diantaranya adalah membiasakan remaja untuk memiliki perilaku hidup berwawasan 

kependudukan. sebagai upaya memberdayakan remaja agar peduli untuk tahu, mau dan 

mampu mempraktekkan pengetahuaan, sikap, dan perilaku tentang kehidupan berwawasan 

kependudukan serta berperan aktif dalam program keluarga berencana dan Kesehatan 

reproduksi di masyarakat. BKKBN telah memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi 

Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja atau dikenal PIK-R di sekolah-sekolah maupun 

luar sekolah. PIK R masyarakat merupakan PIK R yang dibentuk dan dikelola oleh 

masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pengurus dan pengelola berada di rentang 

usia remaja yang mayoritas masih bersekolah atau kuliah. Para pengurus dan pengelola 

memperoleh dukungan dari orang tua selama kegiatan PIK R tidak mengganggu kegiatan 

sekolah atau kuliah. Orang tua juga memantau kegiatan anak–anak selama bergabung di PIK 

R. Hanya saja, ternyata ada orang tua dari sekelompok PIK R yang tidak mengetahui bahwa 

anak bergabung di PIK R karena PIK R tidak berjalan dengan baik. 

Dukungan masyarakat terhadap PIK R bergantung pada kesadaran masyarakat 

terhadap keberadaan PIK R dan kesadaran masyarakat tentang wawasan kependudukan. Pada 

beberapa masyarakat tidak mengetahui keberadaan PIK R, tidak ada dukungan dari 

masyarakat terhadap pengelolaan PIK R. Meski demikan, ada pula wilayah yang sangat 

mengenali keberadaan PIK R mereka sangat memahami pentingnya menjaga kesehatan 

reproduksi remaja sehingga masyarakat mendukung kepengurusan PIK R dengan pemberian 

bantuan konsumsi dan fasilitas untuk berkegiatan. Masyarakat juga membantu memfasilitasi 

kerjasama dengan pihak lain. 

Dukungan dinas PLKB terhadap pengelolaan PIK R belum merata. PLKB intens 

memberikan arahan hanya terbatas saat pembentukan PIK R. Pada pelaksanaannya, sebagian 

PIK R tidak mendapat pendampingan selain saat pembentukan yang membuat pengelola PIK 

R merasa diabaikan dan dilepaskan. Di tempat yang lain, dinas PLKB juga telah mendukung 

kegiatan PIK R di beberapa tempat dan menyediakan diri sebagai nara sumber untuk 

menjawab pertanyaan dari pengelola PIK R. 

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolan PIK R untuk mewujudkan 

masyarakat berwawasan kependudukan antara lain tidak adanya pendampingan dari dinas, 

tidak ada panduan dokumen yang harus diikuti dan dilengkapi di PIK R, distribusi dana 
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kegiatan tidak merata, kesulitan dalam melakukan regenerasi, kurang adanya dukungan dari 

masyarakat, pelayanan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kesehatan 

reproduksi belum berjalan dengan lancar karena keterbatasan personil dan sarana prasarana.  
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BAB 6 

PENUTUP 

 

 

1. Simpulan 

Penelitian ini melibatkan sembilan PIK R yang mewakili sembilan kecamatan dari 

enam belas kecamatan di kota Semarang. Berdasarkan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolan PIK R untuk 

mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain kurang intensifnya 

pendampingan dari dinas, kurangnya sosialisasi mengenai panduan dokumen yang harus 

diikuti dan dilengkapi di PIK R, distribusi dana kegiatan tidak merata, kurang adanya 

dukungan dari masyarakat, kesulitan dalam melakukan regenerasi, pelayanan KIE 

(komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kesehatan reproduksi belum berjalan dengan 

lancar karena keterbatasan personil dan sarana prasarana.  

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, rekomendasi utama penelitian ini adalah 

pembinaan, pendampingan serta pemantauan terhadap PIK R Masyarakat di Kota Semarang. 

Rekomendasi ditujukan kepada berbagai pihak terkait khususnya Remaja, orang tua, 

pemangku kebijakan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Rekomendasi untuk masing-masing 

pihak dipaparkan sebagai berikut. 

a. Remaja di lingkungan PIK R, hendaknya terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat karena akan berguna bagi kehidupan di masa dewasa serta tidak putus asa 

saat ada kendala dalam mengelola PIK R masyarakat sehingga remaja di sekitar PIK R 

dapat memiliki perilaku berwawasan kependudukan.  

b. Orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pengembangan remaja baik 

preventif maupun responsif sebaiknya memiliki pemahaman dan kesedaran perilaku 

berwawasan kependudukan dan mendukung remaja untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan 

yang positif melalui PIK R masyarakat sehingga mendukung pemerintah memiliki remaja 

berkualitas. 

c. Pemangku kebijakan sebagai pihak yang bertanggungjawab mendorong pelaksanaan 

pelayanan kepada remaja, sebaiknya mulai terbuka dan responsif terhadap fenomena atau 

isu-isu yang mengintai remaja saat ini, dan mendukung pelayanan PIK R di masyarakat. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota tim Peneliti 

Ketua Peneliti 

A. Identitas Diri 

1 Nama lengkap (dengan gelar) Dr. Dini Rakhmawati, M.Pd 

2 Jabatan fungsional Asisten Ahli 

3 Jabatan structural - 

4 Pangkat dan Golongan III b / Penata Muda Tk.1 

5 NIP/NPP 088501216 

6 NIDN 0621068501 

7 TempatdanTanggalLahir Tegal, 21 Juni 1985 

8 Alamatrumah Perum Patra No.6 RT. 003 / RW. 001 

Wonotingal Cadisari 

9 NomorTelepon/Fax/ HP 087885836423 

10 Alamat Kantor Jl. SidodadiTimur no.24/ Dr. Cipto Semarang 

11 NomorTelepon/ Fax (024) 8316377 / (024) 8448217 

12 Alamat e-mail dini.upgris@gmail.com 

13 Lulusan yang telah dihasilkan S-1= 30      orang, S-2=        orang, S-3=        

orang 

14. Mata Kuliah Yang Diampu 

1. Teknik-teknik Konseling 

2. Konseling Kelompok 

 

 

B. RiwayatPendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi UNNES UNNES UPI 

   

Bidang Ilmu Bimbingan dan 

Konseling 

Bimbingan dan 

Konseling 

Bimbingan 

dan 

Konseling 

Tahun Masuk-Lulus 2003-2007 2009-2011 2012-2016 

Judul Skripsi/Thesis/Disertasi Efektivitas 

Bimbingan 

Kelompok untuk 

Membentuk Sikap 

Siswa Terhadap 

Kesehatan 

Reproduksi 

Model 

Pengembangan 

Bimbingan 

Kelompok 

Berbasis Jenis 

Kelamin untuk 

Membentuk 

Sikap Positif 

Terhadap 

Strategi 

Konseling 

Kognitif 

Perilaku 

Sinkat Untuk 

Meningkatkan 

Resiliensi 

Terhadap 

Perilaku 

mailto:dini.upgris@gmail.com
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 Perilaku Seksual 
Berisiko pada 

Remaja 

Seksual 
Berisiko Pada 

Remaja 

Nama Pembimbing/ Promotor 1. Drs. Suharso, 

M.Pd 

2. Dr. DYP 

Sugiharto, M.Pd 

1. Prof. Dr. 

DYP 

Sugiharto, 

M.Pd, Kons 

2. Prof. Dr. 

Haryno, 

M.Si. 

1. Prof. Dr. 

Juntika 

Nurihsan, 

M.Pd 

2. Prof. Dr. 

Uman 

Suherman

, M.Pd 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun 

Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta  

Rp) 

1 2009 Persepsi Mahasiswa PPB IKIP PGRI 

Semarang terhadap Profesi Konselor 

Dikaitkan dengan Prestasi Akademik 

Reguler 

APBI IKIP 

PGRI 

Semarang 

1,5 

2 2009 Studi Penelusuran terhadap Alumni Jurusan 

PPB IKIP PGRI Semarang dalam Rangka 

Pengembangan Kurikulum di IKIP PGRI 

Semarang 

Hibah APBI 

IKIP PGRI 

Semarang 

4,0 

3 2012 Pengembangan Model Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Sosiodrama untuk 

Meningkatkan Sikap Positif terhadap Tawuran 

Antar Pelajar 

Hibah APBI 

IKIP PGRI 

Semarang 

10,0 

4 2011 Pengembangan Model Bimbingan Kelompok 

Berbasis Jenis Kelamin untuk Membentuk 

Sikap Remaja Terhadap perilaku Seksual 

Berisiko 

Mandiri 5,0 

5 2013 Analisis Peran Ganda Wanita Bekerja 

dikaitkan dengan Gaya Pengasuhan pada Etnis 

Jawa 

Mandiri 2,0 

6 2016 Strategi Konseling Kelompok Kognitif 

Perilaku Singkat untuk Meningkatkan 

Resiliensi Remaja terhadap Perilaku Seksual 

Berisiko  

Mandiri 10,0 
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7 2016 Model Paket Layanan Penguasaan Konten 

Untuk Mencegah Perilaku Seksual Berisiko 

Pada Mahasiswa 

Hibah 

APBU 

Universitas 

PGRI SMG 

8,5 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No Tahun JudulPengabdiankepadaMasyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml 

(JutaRp) 

1 2010 Penanganan Psikologis pada Anak-Anak 

Korban Merapi 

APBI IKIP 

PGRI SMG 

5,0 

2 2011 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

dengan Tema Pendampingan Istri terhadap 

Suami yang Mengalami Post Power 

Sindrome 

APBI IKIP 

PGRI SMG 

5,0 

3 2011 Pelayanan Bimbingan Belajar pada Anak-

anak Korban Merapi 

APBI IKIP 

PGRI SMG 

3,75 

4 2012 Upaya Membina Kesehatan Reproduksi 

Remaja Melalui Dukungan Keluarga  

APBI IKIP 

PGRI SMG 

7,5 

5 2016 IbM Membina Keluarga Bahagia di Era 

Digital di Kelurahan Laban Kecamatan 

Kangkung Kabupaten Kendal 

APBU 

UPGRIS 

3,75 

6 2016 Pendampingan Kampung Tematik Agro 

Krapyak Kecamatan Semarang Barat 

APBI 

UPGRIS 

7,5 

7 2017 Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini APBI 

UPGRIS 

3,75 

 

  

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No JudulArtikelIlmiah Volume/ Nomor/ Tahun 
NamaJur

nal 

1 

Studi Penelusuran 

terhadap Alumni Jurusan 

PPB IKIP PGRI 

Semarang dalam Rangka 

Pengembangan 

Kurikulum di IKIP PGRI 

Semarang 

J3PB, Prodi Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan FIP IKIP PGRI Semarang, Vol 1 

No. 1 September 2011 , ISSN: 2086 – 5503  

 

Diunggah juga dalam: 

http://download.portalgaruda.org/article.php

?article=7097&val=535 

J3PB 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7097&val=535
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7097&val=535
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2 

Resilience of Risk 

Sexual Behavior Based 

on Sex In The Junior 

High School, Journal of 

Guidance and 

Counseling Psychology 

and Education, Vol. 6 

No. 1 (2016), e-ISSN 

(2442-7802), p-ISSN 

(2088-9623). 

http://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/

bk/article/view/436/pdf_35 

 
Guidena 

journal 

 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah 

Dalam 5 TahunTerakhir 

No 
NamaPertemuanIlmiah 

/ Seminar 
JudulArtikelIlmiah WaktudanTempat 

1 

Seminar Nasional Hasil 

Penelitian Tesis dan 

Disertasi 

Pengembangan Model 

Bimbingan Kelompok 

Berbasis Jenis Kelamin 

Untuk Meningkatkan Sikap 

Positif Terhadap Perilaku 

Seksual Berisiko Pada 

Remaja. ( Prosiding pada 

Seminar Nasional Hasil 

Penelitian Tesis dan 

Disertasi). Semarang, 17 

Maret 2012, hal. 87, ISBN: 

978-602-98771-3-7 

Program PPS 

UNNES 

2 

Seminar Nasional BK 

“Reposisi Bimbingan 

Konseling dalam 

Kurikulum 2013 

Model Bimbingan Berbasis 

Self Regulation of Behavior 

(SRB) Untuk Mencegah 

Perilaku Seksual 

Menyimpang pada Remaja 

(Proseding pada Seminar 

Nasional BK “Reposisi 

Bimbingan Konseling dalam 

Kurikulum 2013”. Tanggal 4 

Mei 2013, hal. 136. ISBN: 

978-602-14132-0-3 

BK FIP U`NNES 

 

 

 

 

 

http://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/bk/article/view/436/pdf_35
http://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/bk/article/view/436/pdf_35
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Anggota Pengabdi 1 

A. Identitas Diri 

1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Ir. Suwarno Widodo, M.Si.  

2 Jenis Kelamin Laki-Laki  

3 Jabatan Fungsional Lektor Kepala / Iva 

4  NPP/Identitas lainnya 876101038 

5  NIDN  0627036101 

6  Tempat dan Tanggal Lahir Kebumen, 27 Maret 1961 

7  E-mail  Suwarno61widodo@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/ HP  08122823210 

9 Alamat Kantor  Jl. SidodadiTimur No. 24  Semarang 

10 Nomor Telepon/Faks 024 8451279/ 024 8451279 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S1= 1260 orang;      S2= - Orang; S3= 

- Orang  

12 Mata Kuliah yang Diampu 

1. Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

3. Metodologi Penelitian Pendidikan 

Kewarganegaraann (PKn) 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

UNDIP Universitas Gajah Mada 

Bidang Ilmu  Peternakan  Ketahanan Nasional 

TahunMasuk-

Lulus 

 

 

 

 

1980-1986 1994-2000 

 

Skripsi/Thesis/Di

sertasi 

Korelasi perilaku peternak 

itik dengan produksi itik di 

Kabupaten Pekalongan 

Penanggulangan kemiskinan 

melalui program IDT di 

Kelurahan Pakintelan 

kecamatan Gunungpati 

ditinjau dari Ketahanan 
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Nasional 

Nama 

Pembimbing 

Promotor 

Ir. Isbandi, MS Prof.Dr. lukman Sutrisno 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No   Judul Tahun 

1.  Akuntabilitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang Tahun 2011 

2011 

2.  Pengelolaan Limbah Terpadu Berbasis Manajemen Masyarakat 

Kampus Menuju Zero Waste di IKIP PGRI semarang 

2012 

3.  Pola Pendampingan Masyarakat Penerima Program 

Penanggulangan Kemiskinan Gerdu Kempling di Kelurahan 

Karang Tempel Kota Semarang Tahun 2012 

2012 

4.  Kkn Posdaya MDGs  sebagai  Model Pengentasan Kemiskinan di 

Kota Semarang 

2013-2014 

5.  Bullying terhadap Siswa Baru dalam Kegiatan Orientasi Sekolah 

Menengah di Kota Semarang 

2015 

6.  Kesiapan Desa dalam Implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Studi Kasus di Desa Ngombak Kec.Kedungjati Kab. 

Robogan 

2015 

7.  Model Pemberdayaan Kelembagaan dalam Implemen-tasi UU RI 

No.6 Tahun 2014 di Desa Kawengen, Kec.Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang 

2015 

8.  Model Pengembangan Bahan Ajar IPS Kelas VII SMP Berbasis 

Etnografi 

2016 

9.  Peran Kelembagaan Komunitas Lokal Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan di Kota Semarang 

2016 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Tahun 

1 IbM Bagi Panti Asuhan Fatimatuzzahro untuk Membangun 

Komunitas Belajar dengan Karakter dalam International 

2011 
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Voluntary Service (IVC) dengan Pendekatan International 

Work Camp. 

  2. Sosialisasi Hak Anak dan Perlindungannya Serta Penciptaan 

Keluarga Ramah Anak Bagi Kader PKK dan Pengelola 

PAUD di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang 

2011 

  3. IbM Pelatihan Penyusunan Rencana Strategi Sekolah di 

Kabupaten Wonogiri 

2012 

 4. IbM Tutor Forum Pos Paud di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang 

2012 

 5. Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di 

Kabupaten Purworejo 

2012 

6 Sosialisasi Percepatan Program Kota Layak Anak (KLA) di 

Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang 

2013 

7 IbM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau 2014 

8 Iptek Bagi Perangkat Desa dan Kelembagaan Lokal di 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

2015 

9 IbM Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kecamatan 

Karangkobar Banjarnegara 

2015 

10 IbM Bagi Guru SMA N 15 Semarang Pelatihan Penulisan 

Artikel Ilmiah dan Penerbitan Jurnal ISSN 

2016 

11 IbM Bagi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling 

(MGBK) Kabupaten Blora 

2016 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal  5 Tahun Terakhir 

No Kegiatan Tahun 

Pema

kalah 

/ nara 

sum 

ber 

Peserta 

1 

Workshop Reviewer Penelitian Bagi 

Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis 

VI Jawa Tengah Angkatan II yang 

dilaksanakan 24.26 Juni 2014 

2014  V 

2 Peserta Workshop Reviewer Penelitian 2014  V 

3 Pembicara Dalam Acara Rapat Pleno 2015 V  
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Gerdu Kempling 2015 

4 
Narasumber bagi peserta Rakodawil I 

FKDM se Jawa Tengah Tahun 2016 
   

5 
Narasumber bagi peserta Rakodawil II 

FKDM se Jawa Tengah Tahun 2016 
2015 V  

6 

Konferensi Nasional Pengabdian kepda 

Masyarakat dan Corporate Social 

Responsibility 

2015  V 

7 
Diseminasi Hasil Penelitian, 

Pengembangan Dan Penerapan IPTEK 
2015  V 

8 

Seminar Inkubator “Percepatan Hilirisasi 

Hasil Penelitian, Pengembangan dan 

Penerapan IPTEK melalui Optimalisasi 

Fungsi Inkubator Teknologi” 

2015  V 

9 

Narasumber “Strategi Jitu Lolos Proposal 

Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat DIKTI Tahun 2016 

2015 V  

10 
Narasumber Sosialisasi Program Gerdu 

Kempling Tahun 2014 
2015 V  

11 
Narasumber dengan Tema “Membangun 

Budaya Akademik 
2015 V  

12 
Pelatihan Penulisan Artikel yang 

diselenggarakan Kompas 
2015  V 

13 Narasumber Pelatihan Motivator bagi 

swasta dan LSM tentang Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota 

se-Jawa Tengah Tahun 2016 

2016 V  

14 Narasumber dalam seminar Kampus Siaga 

Bencana 

2016 V  

15 Narasumber dengan Tema “ Definisi dan 

Filosofi Riset” 

2016 V  

16 Presenter in The First International 

Conference On Child- Friendly  

   

 

 

F. Kepersertaan dalam Pertemuan Ilmiah 

No Kegiatan Tahun 

Pemakalah

/ nara 

sumber 

Peserta 

1 

Workshop Reviewer Penelitian Bagi 

Dosen Perguruan Tinggi Swasta 

Kopertis VI Jawa Tengah Angkatan II 

yang dilaksanakan 24.26 Juni 2014 

2014  V 

2 Peserta Workshop Reviewer Penelitian 2014  V 

3 
Pembicara Dalam Acara Rapat Pleno 

Gerdu Kempling 2015 
2015 V  

4 Narasumber bagi peserta Rakodawil I    
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FKDM se Jawa Tengah Tahun 2016 

5 
Narasumber bagi peserta Rakodawil II 

FKDM se Jawa Tengah Tahun 2016 
2015 V  

6 

Konferensi Nasional Pengabdian 

kepda Masyarakat dan Corporate 

Social Responsibility 

2015  V 

7 
Diseminasi Hasil Penelitian, 

Pengembangan Dan Penerapan IPTEK 
2015  V 

8 

Seminar Inkubator “Percepatan 

Hilirisasi Hasil Penelitian, 

Pengembangan dan Penerapan IPTEK 

melalui Optimalisasi Fungsi Inkubator 

Teknologi” 

2015  V 

9 

Narasumber “Strategi Jitu Lolos 

Proposal Hibah Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI 

Tahun 2016 

2015 V  

10 
Narasumber Sosialisasi Program 

Gerdu Kempling Tahun 2014 
2015 V  

11 
Narasumber dengan Tema 

“Membangun Budaya Akademik 
2015 V  

12 
Pelatihan Penulisan Artikel yang 

diselenggarakan Kompas 
2015  V 

13 Narasumber Pelatihan Motivator bagi 

swasta dan LSM tentang Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga 

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 

Tahun 2016 

2016 V  

14 Narasumber dalam seminar Kampus 

Siaga Bencana 

2016 V  

15 Narasumber dengan Tema “ Definisi 

dan Filosofi Riset” 

2016 V  

16 Presenter in The First International 

Conference On Child- Friendly  

   

 

G. Pengalaman Penulisan buku dalam 10 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Hak-Hak Anak  2011 188 

IKIP PGRI Semarang 

Press 

ISBN: 978-602-8047-28-9 

2 

Konsep Dasar IPS 

Suatu Pendekatan 

Praktis 

2013 178 
IKIP PGRI Semarang 

Press 
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ISBN: 978-602-8047-77-7 

3 

Tim Penyusun 

Buku Pedoman 

Karakter GATI 

UPGRIS 

Universitas PGRI 

Semarang 

2015  UPGRIS 

 

H. Kepengurusan Pengelolaan Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No Kepengurusan Tahun Nomor Surat Tugas 

1 

Penanggung Jawab Jurnal E-

Dimas (Education-Pengabdian 

Kepada Masyarakat) 

2015-sekarang 
173/ST/UPGRIS/IX/2

015 

2 

Penanggung Jawab Jurnal 

MPP (Media Penelitian 

Pendidikan) 

2015-sekarang 
174/ST/UPGRIS/IX/2

015 

3 

Penanggung Jawab Jurnal 

JITek (Jurnal Ilmiah 

Teknosains) 

2015-sekarang 
175/ST/UPGRIS/IX/2

015 

4 
Ketua Unit Penjaminan Mutu 

FPIPSKR 
2015-sekarang 

99/SK-

FPIPSKR/UPGRIS/I

X/2015 

5 Pemimpin Majalah Derap 2011-Juni 2016  

6 Redaksi Majalah Derap 2016-sekarang 01/SK/2016 

 

I. Pengalaman Merumuskan kebijakan publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 

Tahun Terakhir 

No Judul /Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial 

Lainnya yangTelah 

diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1 Pengembangan 

Posyandu menjadi POS 

PAUD 

2007 Kecamatan 

Pedurungan 

Kabupaten 

Semarang 

Positif . 

Terbukti : 

Peningkatan 

Pendirian POS 
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PAUD 

2 Model Pendampingan 

Buta Aksara di Jawa 

Tengah  

2006-

2010 

Propinsi Jawa 

Tengah 

Positif. 

Terbukti : berhasil 

menuntaskan 

25.000 Buta 

Aksara 

3. Gugus Tugas dalam, 

sosialisasi, Fasilitasi 

dan Advokasi Kota 

Layak Anak 

2010-

2015 

Propinsi Jawa 

Tengah 

Kabupaten Kota 

Menjadfi Kab./Kot. 

Layak Anak 

 

 

4. Penyusunan Grand 

Design Pembangunan 

Kependudukan Propinsi 

Jawa Tengah 2010-

2035 

2013 Propinsi Jawa 

Tengah 

Panduan 

Pembangunan 

Kependudukan di 

Propinsi Jawa 

Tengah 

5 
FGD Penguatan 

kelembagagaan LPMK 

Kelurahan Se Kota 

Semarang 

2014 Kota 

Semarang 

Positif; positif 

kelembagaan 

LPMK semakin 

mendapat perhatian 

dari Pemkot. 

6.  Workshop Sinergisitas 

Akademisi, Bisnis, 

Comunity, Goverment 

dalam Penanggulangan 

kemiskinan di Kota 

Semarang.    

2014 Kota 

Semarang 

Positif : terbukti 

UPGRIS 

memperoleh dana 

CSR dari PDAM 

dan BNI 46. Untuk 

pemberdayaan 

masyrakat miskin 

di Kec. Gunung 

Pati Kota 

Semarang. 

7. FGD Penyusunan 

Strategi 

Penanggulangan 

Kemiskinan Kota 

Semarang Th 2015-

2020 

2015 Kota 

Semarang 

Positif : Masukan 

diterima dan 

dimasukan dalam 

Dokumen Strategi 

Penanggulangan 

Kemiskinan Kota 

Semarang.  
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J. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun (dari Pemerintah, asosiasi atau 

institusi lainnya) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Piagam Penghargaan “Sebagai 

Pembimbing Berprestasi” pada 

“KegiatanL omba Mahasiswa 

Berprestasi Tingkat KOPERTIS Wil. VI 

Jawa Tengah Tahun 2007”   

(Juara I) 

Rektor IKIP 

PGRI Semarang 

2010-

2011 

2 Donatur darah sebanyak 50 kali tahun  PMI Propinsi 

Jawa Tengah 

2012 

3 Aktif dalam Forum Kewaspadaan Dini 

pada Masyarakat (FKDM) 

Wakil Gubernur 

jawa Tengah 

2011 

 

K. Bidang Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi 

No Jenis Kegiatan Masa Penugasan 

1. 
Forum Kewaspadaan  Dini Masyarakat propinsi 

Jawa Tengah 
2014-20118 

2. 
Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan 

dan Pembangunan Jawa Tengah 
2011-2014 

4. 
Ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 
2011-2014 

5. Sekretaris Senat Universitas PGRI Semarang 2010-2014 

6 Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah 2014-2019 

7 
Tim Seleksi Pemilihan Diktendik Berprestasi 

Universitas PGRI Semarang Tahun 2015 
2015 

8 
Tim Character Award Universitas PGRI Semarang 

Tahun 2015 
 

9 
Sekretaris Biro Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat PGRI Propinsi Jawa tengah 
2015-2018 

10 Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang 2015-2019 

11 

Pembina Pusat Informasi dan Konsultasi 

Mahasiswa Universitas PGRI Semarang Tahun 

2015 

2015-sekarang 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyatan, saya sanggup menerima sanksi. 

Semarang,  15 Januari 2018 

Anggota Peneliti 

 

 

 

      Ir. Suwarno Widodo, M.Si.   

               NIDN. 062703610 
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Anggota Peneliti 2 

A. IdentitasDiri 

1 Namalengkap (dengangelar) Drs. Mujiyono, M.Si.Kons 

2 Jabatanfungsional Asisten Ahli 

3 Jabatanstruktural - 

4 NIP/NPP 946701115 

5 NIDN 0608046701 

6 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I/ IIIb 

7 Alamatrumah Jl. Tribusono No.20 Surakarta Solo 

8 Alamat Kantor Jl. SidodadiTimur no.24/ Dr. Cipto 

Semarang 

9 NomorTelepon/ Fax (024) 8316377 / (024) 8448217 

10 Alamat e-mail fitrifitriana26@yahoo.co.id  

11 Lulusan yang telahdihasilkan S-1= 30      orang, S-2=        orang, S-3=        

orang 

12. Mata Kuliah Yang Diampu 

1. BK Karir 

2. Pengembangan Pribadi Konselor 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama PerguruanTinggi UNS UGM  

Bidang Ilmu Bimbingan dan 

Konseling 

Psikologi  

 

C. PengalamanPengabdianKepadaMasyarakatDalam 5 TahunTerakhir 

No Tahun JudulPengabdiankepadaMasyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml 

(JutaR

p) 

 

mailto:fitrifitriana26@yahoo.co.id
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Lampiran 2 Dokumentasi Pengambilan Data 
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